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ABSTRAK
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Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pada umumnya sengketa perekonomian terjadi karena beberapa akibat yaitu,
adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian dalam
jual beli. Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama
Purwokerto disebabkan karena adanya ketidaktahuan penggugat bahwa telah
terjadi pelelangan pada tanah jaminannya dikantor lelang. Salah satu perkara
ekonomi syariah vyaitu akad murabahah yang masuk di Pengadilan Agama
Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Peneliti menganalisis pertimbangan
hakim terhadap perlawanan lelang pada akad pembiayaan murabahah. Tujuan dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan
Pengadilan Agama Purwokerto nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt dan tinjaun
hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

Penelitian yang Peneliti lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu
suatu penelitian yang berfokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Sumber data primer yang
digunakan vyaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh
Peneliti yaitu literatur baca yang didapatkan dari sumber data primer dan
sekunder.

Penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara
sudah berpedoman pada hukum acara perdata sebagaimana yang tercantum dalam
PMK No. 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak bertentangan
baik dengan Pasal 26 UUHT maupun dengan UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diuraikan diatas. “Bahwa Pelelangan yang telah dilaksanakan
sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”

Majelis Hakim tidak mencoba mentelaah dari Hukum Islam karena dalam
perkara sengketa ekonomi syariah ini dikatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard), yang menyebabkan hakim tidak dapat menindak lanjuti perkara
tersebut untuk mempertimbangkan Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan akad murabahah, Perlawanan Lelang, Hukum Islam.
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belajar di jenjang S-1. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih pada

diri ini yang telah berjuang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
i Ta’ T Re
& Sa S Es (titik di atas)
Jim J Je
@
: H H Ha (titik dibawah)
. Kha’ Kh Ka dan Ha
Y Dal D De
g Zal 7 Ze (titik diatas)
Ra’ R Er
)
. Zai Z Zet
B
Sin S Es
J’
¥ Syin Sy Esdan Ye
L Sad S Es (titik dibawah)
> Dad D De (titik dibawah)
b Ta’ T Te (titik dibawah)
1 zZa’ V4 Zet (titik dibawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik diatas
: Gain G Ge
C
U Fa’ F Ef
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; Qaf Q Qi
s Kaf K Ka
J Lam L ‘El
. Mim M ‘Em
O Nun N ‘En
P Waw w w
A Ha’ H Ha
. Hamzah ¢ Apostrof
£ Ya’ Y Ye
B. Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h
Ditulis Murabahah

i

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap
kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:

{f:::-_ Fathah Ditulis A
oim Kasrah Ditulis |
e damah Ditulis U




2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
-/-Cé Fathah dan Ya ai adanu
_ 5 Fathah dan Waw au adanu
Contoh:
- X Kkataba
- & faala
- k& suila
- X kaifa
N 355 haula
D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Hur.uf Nama
Latin
6 | Fathah dan alif atau ya a a dan garis diatas
S Kasrah dan ya 1 i dan garis diatas
; Dammah dan wau i u dan garis diatas
Contoh:
- Je qala
- &~ rama



E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- J% nazzala

- %) al-birr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J\, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

‘51”

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanpa sempang.

Contoh:
- B ar-rajulu
- ;.Ld\ al-galamu

- M\ asy-syamsu
_ M alalal
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan syariah (LKS) di
Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
pesat. Perkembangan ini menunjukkan kemungkinan besar terjadinya masalah
antara penyedia layanan dan pihak yang dilayani. Untuk mencegah munculnya
masalah tersebut, keberadaan lembaga ini penting sebagai salah satu entitas
yang dapat menyelesaikan sengketa terkait kemampuan dan kredibilitas di
bidang ekonomi syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Sistem ekonomi syari'ah Indonesia berkembang dengan cepat, dan
pertumbuhan Bank syari‘ah adalah salah satu buktinya. Terdapat peraturan
mengenai perBankan syariah dalam peraturan pemerintah yang menjelaskan
mengenai kuatnya Bank syariah. Pengertian dari Bank pembiayaan rakyat
Syariah adalah lembaga yang berdiri sebagai bentuk pelayanan terhadap usaha
mikro dan juga makro. Prinsipnya sesuai dengan syariah Islam yang tidak
adanya penyediaan pembayaran lalu lintas dalam pemberian jasanya.’
Pengaplikasian mengenai pembiayaan perBankan syariah yaitu yang
menggunakan akad Murabahah? sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

Nasional pada Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000 yang menjelaskan mengenai

! Debby. Permana, Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM :
Berdasarkan Magashid Sharia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2017, Vol.3, No.1, him.
51.

2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), him.
79.



Murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan yang diperjualbelikan, yang
di dalamnya tidak ada hal yang haram pada pembiayaan ini sesuai dengan
syariat Islam karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan hukum Islam
ataupun prinsip Islam.?

Penjelasan mengenai perBankan syariah tertuang pada Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2008 yang terdapat salah satunya pada ayat (1)
mengenai sengketa perBankan syariah yang perlu diselesaikan dengan ranah
pengadilan yaitu peradilan agama, ayat (2) menjelaskan mengenai perjanjian
dari penyelesaian sengketa mengenai pihak-pihak yang di dalam perkara yang
sesuai dengan pada ayat (1), untuk penyelesaiannya sendiri berdasarkan
dengan isi dari akad, pada ayat (3) menjelaskan mengenai sengketa yang perlu
diselesaikan sesuai dengan maksud yang dijelaskan ayat (2) agar tidak
melenceng dari prinsip syariah.*

Kekuasaan kehakiman yang didalamnya terdapat pernyataan mengenai
peradilan umum agama, militer, dan juga tata usaha negara yaitu dijelaskan
pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pihak-pihak
yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Peradilan agama sebagai
lembaga peradilan akan memberikan keputusan dan juga penyelesaian
terhadap perkara yang berada di tingkat pertama bagi memeluk agama Islam
yang kewenangannya di dalam keputusan untuk perkara ekonomi syariah yang

dijelaskan sesuai Pasal 49 Huruf 1 Nomor 3 Tahun 2006 mengenai peradilan

¥ Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum PerBankan Syariah (UU Di Bidang PerBankan,
Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia) (Yogyakarta: Ull Press,2009), him. 123.

* Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa PerBankan Syariah (Yogyakarta: Ull Press, 2015),
him. 76-77.



agama yang bunyinya “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan; Waris; Hibah;
Wakaf; Zakat; Infaq; Shadagah”. Hakim harus setidaknya paham tentang ilmu
dari ekonomi syariah dan juga konvensional, perdagangan, perikatan, dan
yang lainnya. Karena pada saat penanganan mengenai sengketa pada ekonomi
syariah adanya disiplin ilmu yang terlibat sebagai salah satu relevansi di dalam
ilmu yang sedang dihadapi.”

Dalam praktik ekonomi Islam, akad digunakan untuk membedakan
praktik ekonomi konvensional. Akad dibuat untuk mencegah transaksi yang
tidak adil dan eksploitasi. Pada dasarnya hukum haram untuk memiliki harta
milik orang lain terdapat pengecualian mengenai cara yang diridhoi benar.
Dalam transaksi akad memiliki peran yang sangat penting yang salah satunya
pada bisnis Syariah. Penggunaan kata akad yaitu sudah ada sejak zaman klasik
yang menjadikan katanya baku.® arti dari kata akad yaitu perjanjian ataupun
kontrak.’

Pendapat dari Sayyid Sabig mengartikan akad yaitu:

BLidly Loyl Il slins Adal)

“ Akad berarti ikatan dan persetujuan’.

PerBankan syariah di dalam prakteknya yaitu adanya penggunaan dari

akad yang berhubungan dengan klien dan pihak ketiga, serta sebaliknya.

> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam perspektif Kewenagna Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 474.

® Mu’adil Faizin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Lampung: Pustaka Warga Press,
2020), him. 4.

” Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu jam Magayis al-Lughah, 1994, him.
679.



Salah satu akad tersebut adalah murabahah. Murabahah memiliki definisi
sebagai salah satu jual beli dalam bentuk tambahan keuntungan dari harga
asal barang sesuai dengan kesepakatan dengan adanya pemberitahuan
mengenai harga pokok dan juga keuntungan ataupun margin yang menjadi
tambahan dari jual beli tersebut.?

Bank berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual dalam
produk Murabahah ini. Pada saat pembelian barang yang penjual dan pembeli
inginkan lalu akan diperjualbelikan kembali pada pembeli. Skema pada akad
Murabahah adalah masalah yang ada pada akad. Salah satu masalahnya ialah
terjadinya cidera janji atau ingkar janji, atau istilah wanprestasi, adalah salah
satu masalah yang sering terjadi dalam akad AMurabahah. Sebagai kreditur,
Bank dapat mengajukan Perlawanan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Pada
saat pengajuan Pengadilan Agama perlu adanya wanprestasi dalam bentuk
perlawanan. Apabila keputusan dari Pengadilan Agama wanprestasi oleh
nasabah kemudian ada pengadilan yang dijatuhkan di dalam dasar mengenai
hukum nasabah yang perlu adanya ganti rugi dengan pelunasan hutang yang
wajib dibayar sesuai dengan yang pengadilan tentukan.

Terdapat hal menarik di dalam putusan peradilan agama yang perlu
adanya analisa mengenai pertimbangan hukum vyaitu adalah Keputusan
Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA Pwt. Pada
putusan tersebut penggunggat mengajukan Perlawanan terhadap lawannya

yaitu Tergugat | pihak Bank Syariah Indonesia, Tergugat ke-Il ialah Kantor

8 Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, Jurnal Sulesana, Vol. 12,
No. 2, 2018, him. 163.



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Tergugat Il Kepala
Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang berkedudukan di Propinsi Jawa
Tengah, dan Fulan sebagai Tergugat IV. °

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 seorang Nasabah/Penggugat
melakukan transaksi kepada Bank Syariah Indonesia/Tergugat | dengan
menggunakan Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana yang tercantum
pada Nomor. 068/MRB834//80001/V1/16. Tujuan pembiayaan dari adanya
transaksi Akad Murabahah ialah untuk pembelian 1 (satu) unit tanah dan
bangunan tinggal dengan luas 84 M2 dan luas 45 M2 yang berlokasi di
propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 01308
sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 Akad Murabahah. Terdapat harga
yang diperjualbelikan oleh Bank yang tercantum pada pasal 2 yaitu dengan
harga Rp. 204.930.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu
rupiah) yang diterima dan disepakati yang rinciannya dijelaskan di bawah ini:
1. Harga Perolehan : Rp. 185.000.000,-
2. Uang Muka 40,54 % : Rp. 75.000.000,-
3. Pembiayaan Bank : Rp. 110.000.000,-
4. Keuntungan Bank / Margin : Rp. 94.930.000,-
5. Harga Jual Bank : Rp. 204.930.000,-

Dari rincian di atas adanya kewajiban yang harus dibayar dalam bentuk
hutang oleh nasabah kepada Bank sebesar Rp. 204.930.000. Kemudian pada

pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah, menyatakan jangka waktu pembiayaan

 No Name, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”, putusan3mahkamahagung.go.id,
diakses pada 25 Mei 2023.



120 (seratus dua puluh) bulan, untuk jangka waktu yaitu dibayarkan selama
120 bulan per tanggal 22 Juni tahun 2016 hingga 21 Juni 2026 (kurang lebih
sepuluh tahun). Lalu dalam pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah,
menyatakan adanya denda dan ganti rugi sebesar 24% dang anti rugi sebesar
100%. Dengan demikian diketahui nasabah mengalami keterlambatan
pembayaran angsuran sehingga oleh pihak Bank telah dilakukan pelelangan
jaminan tersebut pada tanggal 10 Desember 2021 ditempat Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang.

Nasabah melakukan pembayaran terlambat yang menjadikan adanya
surat peringatan dari Bank Syariahdalam bentuk peringatan 1 sampai dengan
3 yang diberikan kepada nasabah akan tetapi tidak direspon nasabah. Yang
menjadikan adanya penyelesaian sengketa dari pihak Bank yang diajukan
kepada lembaga Pengadilan Agama purwokerto, sebagaimana yang tercantum
pada pasal 18 akad pembiayaan murabahah yang menyatakan apabila tidak
dapat dilakukan secara mufakat dan juga musyawarah maka perlu adanya
penyelesaian dengan jalur Pengadilan Agama purwokerto.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, pada
fatwa ke lima dijelaskan bahwa “apabila nasabah dengan sengaja menunda
pembayaran atau tidak melaksanakan kewajiban nya, maka penyelesaian
dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
musyawarah”.’® Apabila penyelesaian sengketa tidak adanya hasil yang

berujung maka adanya penyelesaian dari pihak Bank Syariahmengenai kasus

1 No Name, “Fatwa Dewan Syai’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah”, dsnmui.or.id diakses pada 25 Mei 2023



dari permasalahan sengketa ini yang nantinya akan dibawa ke ranah Basarnas
dengan persetujuan dari kedua pihak. yang akhirnya keputusan dari pihak
Bank yaitu memilih dengan jalur penyelesaian Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) di luar persetujuan pihak nasabah.

Dengan demikian pihak Bank tidak sesuai dengan perjanjian yang
dibuat dan telah disepakati akan tetapi tidak berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang dijelaskan pada ayat 4 pasal 1 mengenai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang berbunyi “Lelang Eksekusi
adalah Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Pihak Bank telah
mengingkari isi pasal 18 akad pembiayaan Murabahah yang dimana dalam
proses penyelesaian dilakukan dalam Pengadilan Agama Purwokerto, namun
pihak Bank Syariahlangsung melakukan pelelangan di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang. Menurut nasabah pihak Bank Syariahjuga
telah mengingkari isi pada pasal 4 yang dimana jangka waktu pembiayaan
seharusnya 120 bulan, namun pihak Bank Syariahtelah melelang barang
jaminan sebelum jatuhnya jangka waktu akad pembiayaan Murabahah.

Proses lelang telah selesai pada tanggal 10 Desember 2021, maka
Penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak benar, sebab dengan
selesainya proses lelang yang dilakukan oleh Bank Syariah pada KPKNL atau
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, yang artinya untuk proses

Perlawanan dari lelang adanya perlawanan yang dilakukan oleh Penggugat



dinyatakan sudah selesai, oleh karenanya majelis hakim memberikan
pernyataan mengenai perlawanan dari Penggugat dengan Perlawanan
mengenai lelang yang Bank Syariah Indonesia lakukan melalui kantor
pelayanan kekayaan negara dan lelang dinyatakan tidak bisa diterima (Niet
Ontvankelijke verklaard). Oleh karenanya Perlawanan Penggugat tidak dapat
diterima, maka pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, dan
berdasarkan Pasal 181 HIR yang berbunyi “Barang siapa, yang dikalahkan
dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara...”. Yang hasilnya
Perlawanan dari Penggugat ditolak karena dinyatakan kalah, .... . Dengan hal
itu dijatuhkanlah hukuman kepada pihak Penggugat agar melakukan
pembayaran biaya sesuai dengan perkara yang ditimbulkan.

Demikian juga dalam pokok perkara amar putusan dengan menolak
perlawanan Penggugat. Secara formal (hukum acara) dengan merujuk pada
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363K/Pdt/2010 pada tanggal 28
September 2010, seharusnya Penggugat mengajukan Perlawanan (bukan
dalam bentuk perlawanan) terhadap haknya karena lelang telah selesai
dilaksanakan, sehingga perlawanan Penggugat tidak dapat diterima.*

Sebenarnya pertimbangan yang memang sudah benar telah dilakukan
oleh hakim, namun bagi peneliti ada bagian penting yang dilewatkan oleh
hakim dalam memutus, mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang telah

tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 yang Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1 Ahmad Abdul L, dkk, “Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada
Akad Pembiayaan Syariah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor
1848/Pdt.G/2019/PA.Mks)”, Jurnal of lex generalis, Vol. 3, No. 2, 2022, him. 268.



93/PMK.06/2010 yang berbunyi “Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk
melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang
dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan”. Namun hasil dari putusan hakim yang tercantum
dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA
Pwt, pada putusan tersebut pihak Tergugat cacat dalam melakukan
pemohonan lelang yang seharusnya ketika terjadi tunggakan oleh nasabah
atau selaku Penggugat dalam putusan tersebut, jika tidak ditemukan titik
terang dalam lembaga non-litigasi, langkah selanjutnya ialah melalui lembaga
litigasi untuk mengajukan Perlawanan kepada nasabah selaku pihak yang
menunggak angsuran yang sudah disepakati dalam Akad Nomor
068/MRB834/80001/V1/16.

Demikian ada kesalahan yang telah dilakukan pihak Penggugat/nasabah
karena mengajukan Perlawanan di Pengadilan Agama ketika pihak Tergugat |
telah melelang dan sudah ada yang memenangkan lelang tersebut. Namun
pada putusan tersebut mengapa hakim tidak mengabuli Perlawanan dari
Penggugat dikarenakan seperti yang tercantum pada pasal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan menyatakan, "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Menurut pandangan Muhammad dan Abu Yusuf, yang merupakan ahli

ekonomi Kklasik, penjualan aset kekayaan debitur (obyek hak tanggungan)
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diperbolehkan jika gadi (hakim) telah mengeluarkan keputusan mengenai hal
tersebut dan tidak ada alasan yang sah untuk menunda penjualannya.
Penjualan harus dilakukan dengan sepengetahuan gadi dan dihadiri oleh
semua pihak terkait di pasar tempat barang akan dijual. Penjualan bisa
dilakukan melalui lelang atau dengan cara memperoleh harga tertinggi sesuai
dengan nilai pasar pada saat lelang.*?

Banyak sekali petitum penggunaan Perlawanan pelaksanaan lelang
sebagai salah satu bentuk Perbuatan Melawan Hukum atau PMH. Perlawanan
petitum ini memiliki dasar sebagai PMH. Dalam pernyataan Wirjono
Prodjodikoro terdapat penjelasan mengenai PMH yang mana perbuatan yang
tidak hanya dilanggar secara langsung dalam lingkup hukum akan tetapi
pelanggaran kesusilaan sopan santun dan juga keagamaan yang termasuk di
dalam pelanggaran hukum yang secara tidak langsung.*?

Berdasarkan ketetuan yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata
dijelaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugiaan, mengganti kerugian tersebut”. Terdapat 4 unsur mengenai
rumusan pasal di dalam pemberlakuan melawan hukum di dalam suatu
perbuatan seperti dibawah ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig)
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

12 Az-zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr,
2011).

13 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2000),
him. 6-7.
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4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
Berdasarkan pernyatan diatas selayaknya Penggugat mendapatkan ganti rugi
atas angsuran yang telah dilakukan, karena dalam perkara di atas ialah
menjelaskan perlawaan lelang atau dalam artian Perbuatan Melawan Hukum
(PMH). Namun hakim tidak mencantumkan dalam mengadili putusan
sebagaimana sudah seharusnya diputuskan.

Sesuai dengan penjelasan mengenai latar belakang di atas peneliti
mengambil judul penelitian yaitu TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLAWANAN LELANG JAMINAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto Nomor: 2118/Pdt.G/2022/PA Pwt).

Definisi Operasional
1. Hukum Islam
Asal dari hukum Islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam
hukum sesuai dengan ketentuan normatif tekstual ilahi yang memiliki
wewenang yaitu dari para fugaha dan mujtahid yang menjadi panutan bagi
umat Islam di dalam peraturan agama. Dalam skripsi ini hukum Islam
yang dimaksud mengenai hukum tentang ekonomi Islam yang menjadi
salah satu kumpulan aturan yang nantinya menjadi dasar sebagai acuan di
dalam ekonomi Islam Kkhususnya seperti nilai-nilai dari ketuhanan,

keadilan keuntungan, dan kenabian.**

49.

1 Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Purwokerto: STAIN Press, 2016), him.
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2. Perlawanan Lelang

Terdapat peran yang cukup besar dari lelang di dalam pemenuhan
dari keputusan masyarakat sesuai dengan asas persaingan, keterbukaan,
kepastian, hukum keadilan, akuntabilitas, maupun efisiensi.™ Fungsi dari
lelang sendiri sebagai salah satu penuntasan penegakan hukum yang
menjadi instrumen di dalam macam-macam undang-undang seperti
undang-undang hak tanggungan.*®

Ada dua cara untuk menyelesaikan hak tanggungan menurut Pasal
20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Cara pertama adalah
melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3), yang
memberikan titel eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan yang
bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),
yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Lelang Negara, bertanggung
jawab untuk melaksanakan prosedur pelelangan umum.

3. Akad Murabahah

Murabahah diartikan sebagai salah satu pemindahan mengenai hak
milik Yang individu milik ataupun seseorang miliki yang nantinya
berpindah kepemilikan kepada orang lain dengan melakukan transaksi
sesuai dengan harga pokok ataupun awal yang nantinya ada penambahan
keuntungan bagi pemilik awalnya.'” Penggunaan dari akad ini yaitu sesuai

dengan sistem keuntungan akan tetapi ada syarat yang kedua pihak perlu

1> Rachmadi Usman, Hukum Lelang (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 25.
®Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Naskah Akademis RUU Lelang, 2019, him.10.
" Yazid Afandi, Figh Muamalah, him. 85.
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penuhi. Murabahah memiliki definisi sebagai salah satu jual beli yang
didalamnya terdapat keuntungan tambahan sesuai dan kesepakatan yang
mana adanya pemberitahuan dari pemilik awal mengenai harga pokok dari
barang yang dibeli dan juga nantinya ada margin sebagai salah satu
tambahan di dalam tingkat keuntungan.®
Dalam lembaga keuangan syariah, Murabahah merupakan salah satu
agar di dalam lingkup konsumen dan juga lembaga keuangan mengenai
kesepakatan harga yang dilakukan secara bersama. Pembelian akan
dilakukan oleh lembaga keuangan untuk suatu barang yang nantinya akan
dijual dan juga sesuai dengan kebutuhan dari pembeli dan adanya
keuntungan sesuai dengan yang disepakati. Untuk memastikan bahwa
pembeli benar-benar tertarik mengenai pesanan barang yang akan dibeli
adanya pembayaran uang muka yang lembaga keuangan minta sebagai
bentuk jaminan. Sesudah pembayaran uang muka terbayar maka nantinya
pembeli akan mengangsur pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati. Akan tetapi jika adanya keterlambatan di dalam pembayaran
angsuran adanya denda yang diberikan dari lembaga keuangan yang
dikenakan untuk nasabah.*®
C. Rumusan masalah
Dari penjelasan latar belakang masalah peneliti mendapatkan rumusan

masalah dari penelitian yaitu

18 Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah,” Jurnal Sulesana, Vol. 12,
No. 2, 2018, him. 163.

% |mam Mustofa, Figh Mu amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2016), him. 80.



1.

2.

14

Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
2118/Pdt.G/2022/PA Pwt?
Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada

Putusan Pengadilan Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA Pwt?

. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah adapun tujuan dilakukan

penelitian oleh peneliti yaitu

1.

1.

Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dan
Mengadili Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2118/Pdt.G/2022/PA Pwit.

Untuk Mengetahui Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA

Pwit.

. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, pemberi informasi yang menjelaskan mengenai dasar
pertimbangan majelis hakim di dalam ilmu hukum pada saat melawan
keputusan mengenai perkara perlawanan lelang di dalam kasus akad
pembiayaan syariah Murabahah studi putusan Nomor:
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt dan paham akan pertimbangan di dalam dasar
menjadi majelis hakim pada saat memberikan keputusan dari perkara
perlawanan lelang yang perlu adanya akad Syariah pembiayaan yang
menjadi jaminan yaitu akad Murabahah studi putusan Pengadilan Agama

Nomor: 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt
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2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi intansi pengadilan dan para praktisi
(Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah) karena menjadi salah satu
pertimbangan untuk majelis hakim pada saat perkara perlawanan lelang
diputuskan dalam bentuk jaminan di dalam akad syariah pembiayaan
Murabahah  studi  atas putusan  Pengadilan Agama Nomor:

2118/Pdt.G/2022/PA.Pwi.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya
yang relevan dengan topik yang diteliti, serta hubungannya dengan penelitian
yang sedang dilakukan. Dalam pembahasan skripsi ini, Peneliti akan
menyajikan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini, yang
mencakup tesis, skripsi, dan jurnal.

Skripsi karya Ngavivatul Mukaromah, dengan judul Eksekusi Hak
Tanggungan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.
5874/Pdt.G/2022/PA.Clp.).?° Secara umum skripsi tersebut membahas
eksekusi hak tanggungan. Perbedaan skripsi Peneliti dengan skripsi tersebut
adalah objek tergugat yang menggugat pemenang lelang sedangkan pada
skripsi Peneliti sendiri adalah menguggat Bank selaku pelaku yang melakukan
lelang. Sama-sama membahas tentang perlawanan lelang pada pembiayaan

Bank syariah.

2 Ngavivatul Mukaromah, “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Akad
Mourabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.
5874/Pdt.G/2022/Pa.Clp.)”, Skripsi (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).
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Skripsi karya Eka Putri Rahayu Ningsih, dengan judul Penggunaan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Putusan Perkara
Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas
Murabahah® Secara umum skripsi ini membahas tentang bagaimana
Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah digunakan dalam suatu
kasus perlawanan lelang. Sama-sama membahas mengenai penggunaan akad
Murabahah dan sama dalam perkara perlawanan lelang. Perbedaan nya adalah
dalam skripsi Peneliti dengan skripsi tersebut adalah tinjauannya, hukum
Islam sedangkan skripsi tersebut di bawah tinjauan dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah.

Skripsi karya Rena Nurdiana, dengan judul Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor
1511/Pdt.G/2018/PA.JS Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).”? Secara
umum skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara sengketa
ekonomi syariah pada akad pembiayaan mudharabah. Sama-sama membahas
mengenai akad Islam. Perbedaannya adalah dalam skripsi Peneliti dengan
skripsi tersebut adalah dalam penjelasannya yaitu penyelesaian sengketa
wanprestasi pada akad pembiayaan mudharabah, sedangkan skripsi Peneliti
mengenai tinjauan hukum Islam pada perlawanan lelang akad pembiayaan

Murabahah.

2! Eka Putri rahayu, “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam
Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas
Mura>bah}ah”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

%2 Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah
(Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”,
Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)
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Jurnal karya Muslim dkk, dengan judul Analisis Hukum Ekonomi
Syari’ah Terhadap Perlawanan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan
Agama (studi perbandingan pada putusan nomor 0945/Pdt.g/2014/PA.ME dan
putusan nomor 2370/Pdt.g/2016/PA.Pwt).? secara umum jurnal tersebut
memiliki fokus kepada bagaimana perbandingan di dalam Pengadilan Agama
muara Enim memberikan keputusan yang bersama dengan Pengadilan Agama
Purwokerto. Perbedaan skripsi Peneliti dengan jurnal tersebut adalah dalam
menganalisi hukum ekonomi syariah terhadap Perlawanan wanprestasi
sedangkan dalam skripsi Peneliti membahas bagaimana tinjaun hukum Islam
atas Perlawanan lelang. Sama-sama membahas mengenai penggunaan akad
Murabahah sebagai fokus subjek masalahnya.

Jurnal karya Muhammad Fitri adi dkk, dengan judul Pelaksanaan
Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui
Pengadilan Agama Medan.?* Secara umum jurnal tersebut fokus membahas
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan nya. Perbedaan skripsi Peneliti dengan
jurnal tersebut adalah dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sedangkan
dalam skripsi Peneliti membahas mengenai perlawanan lelang jaminan. Sama-
sama membahas mengenai penggunaan akad Murabahah sebagai fokus subjek

masalah nya.

2 Muslim dkk, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad
Murabahah  Di  Pengadilan Agama (studi perbandingan pada putusan  nomor
0945/Pdt.g/2014/PA.ME dan putusan nomor 2370/Pdt.g/2016/PA.Pwt)”, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, Vol. 13, no. 2, 2021.

#* Muhammad Fitri adi dkk, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara
Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata
Sosial Islam, Vol. 10, no. 2, 2021
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Persamanaan Persamaan dengan
No Judul Referensi
dengan skripsi ini skrispi ini
Eksekusi Hak Sama-sama objek tergugat

Tanggungan Pada

Pembiayaan Akad

membahas tentang

perlawanan lelang

yang menggugat

pemenang lelang

Murabahah Perspektif pada pembiayaan sedangkan pada
Hukum Ekonomi Syariah | Bank syariah skripsi Peneliti

: (Studi Putusan Pengadilan sendiri adalah
Agama Cilacap No. menguggat Bank
5874/Pdt.G/2022/Pa.Clp.) selaku pelaku yang
yang ditulis oleh melakukan lelang
Ngavivatul Mukaromah
Penggunaan Kompilasi Sama-sama Tinjauannya,
Hukum Ekonomi Syariah | menggunakan akad | dimana skripsi
(KHES) Dalam Putusan Murabahah dan Peneliti ditinjau
Perkara Perlawanan sama dalam perkara | dari hukum Islam

2 | Eksekusi Lelang Hak perlawanan lelang | sedangkan skripsi
Tanggungan Pembiayaan tersebut ditinjau
Fasilitas Murabahah yang dari kompilasi
ditulis oleh Eka Putri hukum ekonomi
Rahayu Ningsih. syariah.

3 | Penyelesaian Sengketa Sama-sama Penyelesaian
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Wanprestasi Akad

Pembiayaan Mudharabah

membahas tentang

akad pembiayaan

sengketa

wanprestasi pada

(Studi Atas Putusan Islam. akad pembiayaan
Nomor mudharabah,
1511/Pdt.G/2018/PA.JS sedangkan skripsi
Di Pengadilan Agama Peneliti mengenai
Jakarta Selatan) yang tinjauan hukum
ditulis oleh Rena Islam pada
Nurdiana. wanprestasi akad
pembiayaan
Murabahah.
Analisis Hukum Ekonomi | Sama-sama Dalam menganalisi

Syari’ah Terhadap
Perlawanan Wanprestasi
Akad Murabahah Di
Pengadilan Agama (studi
perbandingan pada
putusan nomor
0945/Pdt.g/2014/PA.ME
dan putusan nomor
2370/Pdt.g/2016/PA.Pwt)
yang ditulis oleh Muslim

dkk.

menggunakan akad
Murabahah sebagai
fokus subjek

masalahnya.

hukum ekonomi
syariah terhadap
Perlawanan
wanprestasi
sedangkan dalam
skripsi Peneliti
membahas
bagaimana tinjaun
hukum Islam atas

Perlawanan lelang.
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Pelaksanaan Eksekusi Sama-sama Dalam

Hak Tanggungan Dalam | menggunakan akad | pelaksanaan

Perkara Pembiayaan Murabahah sebagai | eksekusi hak
Murabahah Melalui fokus subjek tanggungan
Pengadilan Agama masalahnya. sedangkan dalam
° Medan yang ditulis oleh skripsi Peneliti
Muhammad Fitriadi dkk. membahas
mengenai

perlawanan lelang

Jaminan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara ilmiah yang digunakan untuk
mencari data dan mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan metode normatif,
yaitu dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber dari Hukum Islam
terkait ketentuan hukum lelang jaminan. Selain itu, penelitian ini juga
menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan lelang eksekusi
jaminan di perBankan syariah yang berada di Purwokerto. Berikut metode

yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu studi pustaka
(library research). Yang memiliki sifat dalam bentuk yuridis analitis di

dalam penjelasan dan analisis mengenai Perlawanan wanprestasi terhadap
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lelang pada akad pembiayaan murabahah menurut undang-undang, hir,
dan rv serta Hukum Islam seperti fatwa DSN-MUI nomor
4/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES). Sebagai salah satu referensi penelitian ini
menggunakan jurnal buku dan juga literatur yang lainnya sebagai
referensi.

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan UIN Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, di mana peneliti mengumpulkan data yang
diperlukan dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik
penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji putusan baik dari aspek
akad yang digunakan terhadap putusan ekonomi syariah dalam perkara
perlawanan lelang jaminan berdasarkan akad syariah pembiayaan fasilitas
murabahah dengan melihat peran Hukum Islam pada putusan tersebut
apakah sudah sesuai dan sudah digunakan dengan semestinya.

Pendeketan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu yuridis
normatif. Definisi dari pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan salah
satu pendekatan yang dasarnya sesuai dengan telaah dari teori-teori
ataupun hukum utama dan juga dari asas-asas hukum yang ada di dalam
perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian. Pengertian
yuridis sederhananya yaitu berdasarkan, menurut, dan secara hukum.

Pengkajian lalu arti normatif sendiri yaitu dengan adanya kajian yang
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hakim pertimbangkan sebagaimana purusan Pengadilan Agama

Purwokerto No. 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

. Jenis Data

Teknik dari penelitian yaitu menggunakan studi kepustakaan atau
library research. Yang adanya hukum primer yang digunakan dan juga
sekunder. Teknik ini menggunakan pengkajian dan juga pencarian
mengenai bahan di dalam kepustakaan yang adanya ikatan sebagai
kekuatan yang sesuai dengan :

a. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan
penelitian, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
Data primer yang Peneliti ambil adalah Putusan perkara perlawanan
lelang jaminan berdasarkan akad syariah pembiayaan murabahah pada
Pengadilan Agama Purwokerto No. 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt

b. Data Sekunder, adalah penjelasan mengenai bahan primer mengenai
hal yang tidak adanya ikatan misal seperti kamus, indeks, artikel, atau
buku petunjuk, bahan acuan serta peraturan-peraturan, perundang-
undangan, fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
adanya studi pustaka ataupun literatur dengan melakukan telaah dari
dokumen tertulis dan juga pencarian data dari literatur-literatur dalam
bentuk tulisan jurnal, skripsi, peraturan-peraturan, buku, maupun

perundang-undangan.
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Setelah merumuskan masalah, langkah berikutnya adalah mencari
teori-teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk penelitian
yang akan dilakukan. Untuk itu, Peneliti memerlukan data kepustakaan
dan studi literatur yang berisi teori-teori pendukung penelitian, yang
diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan
data yang tidak langsung melibatkan subjek penelitian, tetapi
menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen adalah
catatan tertulis yang merekam peristiwa, berfungsi sebagai sumber data,
bukti, dan membuka peluang untuk memperluas pemahaman mengenai
topik yang diteliti. Dokumen dapat berupa tulisan atau karya-karya
monumental dari individu. Hasil telaah dari dokumen tersebut kemudian
dicatat dalam komputer sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan
data.

Metode Analisa Data

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian adalah bagian
inti yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dan saran dari
penelitian tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis analitis. Metode yuridis analitis diterapkan untuk
menganalisis data yang diperoleh, yaitu data putusan Pengadilan Agama
Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt, yang tidak berupa angka.
Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa data dapat berupa angka,

yang kemudian akan dideskripsikan secara verbal.
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H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya
penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang
maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB | memuat tentang Pendahuluan. Dalam Bab Pendahuluan, Peneliti
akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi,
Pembatasan dan Perumusan Maslah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Landasan Teori dan Definisi Operasional, Metodologi Penelitian serta
Sistematika Penelitian.

BAB Il memuat pembahasan tentang konsep umum tentang Pengadilan
Agama, hukum Islam, perlawanan lelang dan pembiayaan akad murabahah.

BAB Ill deskripsi putusan berupa duduk perkara, pertimbangan hakim
dan isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto dan analisis atas putusan
Pengadilan Agama purwokerto nomor 2118/Pid.G/2022/PA Pwt dan tinjauan
hukum Islam.

BAB 1V, Penutup Dalam Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi

yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari Peneliti



BAB Il

KONSEP UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA,
HUKUM ISLAM, PERLAWANAN LELANG DAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH
A. Konsep Umum Putusan Pengadilan Agama
1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis atau dalam
bahasa Arab dengan al- gada’ul, merupakan produk dari Pengadilan
Agama karena adanya dua pihak yang saling melawan dalam berpekara,
antara Penggugat dengan Tergugat. Secara umum, putusan adalah
pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim sebagai pejabat negara
yang diberi kewenangan untuk melakukannya dan diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk
menyelesaikan perkara antara dua pihak yang sedang berpekara.?

Namun menurut Mardani, putusan adalah keputusan yang dibuat
oleh pengadilan atas perkara Perlawanan setelah ada sengketa atau
perselisihan. Dalam setiap perkara contentiosa, putusan adalah hasil akhir
yang dibuat oleh pengadilan. Putusan juga disebut sebagai jurisdictio
contentiosa karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan saat perselisihan

antara pemohon dan termohon atau Penggugat dan Tergugat.?®

® Eko Mulyono, “Analisis terhadap Putusah Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi
syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Mura>bah}ah (Putusan No.
1720/Pdt.g/2013/PA.Pbg)”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), him. 17

2% Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), him. 118
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Dari penjelasan putusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
putusan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan tentang
sengketa di antara dua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya.
Menurut Harahap, keputusan ini berbentuk seperti yang disebutkan dalam
pasal 60 ialah “keputusan pengadilan atas perkara Perlawanan berdasarkan
adanya seng:,rketa”.27

Selanjutnya menurut Martokusumo memberikan definisi tentang
putusan hakim yaitu:

“Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang

berwenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara
kedua pihak”. %

2. Asas Putusan Pengadilan
Pembahasan asal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 178 HIR,
Pasal 189, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, yang sebelumnya
disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman, memberikan penjelasan tentang asas yang harus ditegakkan
supaya putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat secara materiil
maupun formil..

a. Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
Menurut asas ini menetapkan bahwa keputusan harus didasarkan
pada pertimbangan yang cukup dan jelas atau nvoldoende gemotiveerd

(jnsufficient judgement). Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

2" M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), him. 307

28 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002),
him. 83
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ini dianggap sebagai keputusan yang tidak cukup pertimbangan atau
tidak cukup motivasi. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar
pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

1) Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan,

2) Hukum kebiasaan,

3) Yurisprudensi, atau

4) Doktrin hukum.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970,
sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam
Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa
putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar dari
keputusan tersebut, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan
tertentu yang berkaitan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan
doktrin atau yurisprudensi hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1)
HIR, hakim harus mencukupkan segala alasan hukum yang tidak
dikemukakan oleh pihak yang berperkara, baik karena jabatannya
maupun secara ex officio.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah
dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan sekarang Pasal 28 ayat (1) UU
No. 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa hakim, dalam kedudukannya
sebagai penegak hukum dan keadilan, harus mempelajari, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. untuk
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memenuhi tanggung jawab itu.”® Menurut penjelasan di atas, tugas
hakim adalah menciptakan dan menggali nilai-nilai hukum dalam
masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Perlawanan

Menurut asas kedua, hakim harus mengadili seluruh permohonan
dan perlawanan. Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 RGB, dan
Pasal 50 Rv menegaskan hal ini.*

Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian,
mengabaikan selebihnya. Putusan harus memeriksa dan mengadili
setiap sudut perlawanan. Oleh karena itu, metode pengadilan yang
demikian bertentangan dengan asas undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Selain itu, sesuai dengan Pasal 50 Rv, Pasal 189 ayat (3) RBG,
dan Pasal 178 ayat (3) HIR, keputusan tidak boleh mengabulkan lebih
dari tuntutan yang dikemukakan dalam Perlawanan. Larangan ini
disebut dengan ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan
melebihi posita maupun petitum perlawanan dianggap telah melampaui
batas wewenang atau ultra vires. Dengan kata lain, mereka bertindak
melampaui wewenang mereka. Apabila putusan mengandung ultra
petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan

hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan

% Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 889

% Mahmud Hadi Riyanto, dkk, “Asas-Asas Putusan Hakim”, badilag.mahkamahagung,
Diakses pada 16 Januari 2024, him. 2
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kepentingan umum (public interest).®* Mengadili dengan mengabulkan

melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan ilegal,

meskipun itu dilakukan dengan niat baik.
Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum,
sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:

1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, meskipun prinsip
hukum mengatakan bahwa semua tindakan hakim harus sesuai
dengan hukum (accordance with the law);

2) Tindakan hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi batas
kewenangan yang diberikan kepadanya tertuang pada Pasal 178
ayat (3) HIR, meskipun prinsip hukum menyatakan bahwa
siapapun tidak boleh melakukan tindakan atau perbuatan yang
melampaui batas kewenangan (beyond the powers of his
authority).

d. Diucapkan dihadapan Umum
Asas keempat ini adalah putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, asas ini mengandung beberapa prinsip, yaitu:

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Salah satu elemen penting dari asas fail trial pengadilan
yang adil adalah kemampuan majelis hakim untuk memutus
perkara wajib dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

atau di muka umum. Menurut asas fail trial, pemeriksaan

%! Frances Rusell dkk, English Law and Language, (London: Cassel, 1992), him. 30
%2 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 893.
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persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sedari awal
sampai dengan akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum, yang
berlaku mulai dari awal pemeriksaan sampai jatuhnya putusan,
merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil, dan tujuan
utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan
terhindar dari tindakan tercela atau pelanggaran pejabat
peradilan.®
2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pengadilan
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan
majelis sekurang-kurangnya tiga orang, dan Pasal 13 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menetapkan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum. Prinsip ini ditetapkan dalam hukum acara
pidana dalam Pasal 64 KUHAP: “terdakwa berhak untuk diadili di
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya

%% Mahmud Hadi Riyanto, dkk, “Asas-Asas Putusan Hakim”, badilag.mahkamahagung,
Diakses pada 16 Januari 2024, him. 4
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ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat
(2) maka putusan yang telah dijatuhkan adalah batal demi hukum.®*

3) Pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.

Peraturan dapat memungkinkan pemeriksaan dilakukan
dalam sidang tertutup dalam kasus tertentu. Namun, pengecualian
ini sangat sedikit. yang paling penting dalam hukum keluarga,
terutama berkaitan dengan perceraian Pasal 39 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
mengatur prosedur perceraian di depan pengadilan. Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa
pemeriksaan perlawanan perceraian dilakukan dalam sidang
tertutup. Menurut penjelasan Pasal 33 tersebut, prinsip sidang
tertutup dalam kasus perceraian memungkinkan pemeriksaan saksi
dan para pihak yang beperkara.®

4) Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Pemeriksaan publik dan pengucapan putusan dilakukan di
ruang sidang pengadilan yang ditetapkan. seperti yang tercantum
dalam SEMA Nomor 4 tahun 1974. Selain persidangan harus

terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya

% Mahmud Hadi Riyanto, dkk, “Asas-Asas Putusan Hakim”, badilag.mahkamahagung,
Diakses pada 16 Januari 2024, him. 5

% Mahmud Hadi Riyanto, dkk, “Asas-Asas Putusan Hakim”, badilag.mahkamahagung,
Diakses pada 16 Januari 2024, him. 5



32

sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam
sidang pengadilan. Pelanggaran SEMA No. 4 Tahun 1974
membuat keputusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum. Setiap gedung pengadilan memiliki ruang sidang khusus.
Pengucapan putusan dan pemeriksaan hanya boleh dilakukan di
tempat ini. Ini tidak boleh dilakukan di luar ruang sidang. Bukan
ruang sidang, tetapi ruang kerja hakim atau administrasi. Meskipun
pemeriksaan dan pengucapan dilakukan di tempat itu, tidak sah
karena dilakukan di luar sidang pengadilan.
5) Televisi atau media dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari

ruang sidang

Ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi (freedom of
expression) dan kebebasan mendapat informasi (freedom of
information) tentang tindakan pemerintahan, konsep kebebasan
terbuka tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, kekuasaan
kehakiman (judicial power) adalah pelaksanaan kekuasaan negara
di bidang peradilan (judicial power of the state). *

Dalam negara demokrasi, setiap warga berhak mendapatkan
informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana pemerintah
beroperasi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman, yang

merupakan bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan

% Mahmud Hadi Riyanto, dkk, “Asas-Asas Putusan Hakim”, badilag.mahkamahagung,
Diakses pada 16 Januari 2024, him. 6
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badan eksekutif dan legislatif; keduanya harus terbuka dan dapat

dilihat oleh semua orang.

B. Konsep Umum Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam

Dalam Islam, hukum merupakan salah satu elemen ajaran yang
sangat penting. Dalam istilah agama, hukum dikenal sebagai syariah atau
fikih. Namun, kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya sepadan dengan
pengertian hukum yang biasa digunakan dalam konteks umum. Secara
umum, hukum diartikan sebagai kumpulan aturan yang ditetapkan secara
resmi oleh penguasa negara atau pemerintah melalui lembaga atau institusi
hukum untuk mengatur perilaku manusia, dan dilengkapi dengan sanksi
yang harus dipatuhi oleh masyarakat.®’ Sementara pengertian hukum
dalam konteks syariah atau fikih mencakup lebih dari sekadar norma
hukum, meliputi juga norma agama, norma susila, dan norma sosial yang
diajarkan dalam agama. Dengan demikian, pengertian hukum dalam
syariah atau fikih jauh lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan
pengertian hukum yang dikenal dalam konteks umum.®® Selain itu, perlu
diingat bahwa dalam beberapa kasus, hubungan antara syariah dan fikih
sangat erat sehingga mereka menjadi identik satu sama lain. Dalam arti

sempit ini, syariah adalah hukum Islam.

% Rudi Hedana, Dkk, Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (Bandung:
Widiana Bhakti Persada Bandung, 2020), him. 11

% Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua (Yogyakarta: UAD
Press, 2019), him. 1
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Hukum Islam adalah kumpulan norma yang mencakup norma-
norma hukum, norma-norma sosial, dan norma-norma agama yang
diajarkan oleh agama Islam. Ajaran Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan
As-Sunnah sebagai dasar hukum Islam. Selain itu, hukum Islam memiliki
cakupan yang luas, mengatur hubungan antara manusia satu sama lain,
Tuhan, dan benda, diri, dan lingkungan.

Istilah Hukum Islam didalam Al-Quran dan literatur tentang hukum
Islam tidak disebutkan secara jelas, namun yang ada didalamnya adalah
kata syariah, fikih, serta hukum Allah. Arti Islam sendiri merupakan
bentuk kepasrahan atau ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yang
dalam hal ini ketika seorang manusia berada dihadapan Tuhannya merasa
sangat kecil ini sebagai contoh bahwa kemampuan manusia yang sangat
kecil ini sebagai contoh bahwa kemampuan manusia hanya mampu untuk
melakukan analisa, menyusun sesuatu yang sudah pernah ada untuk
dikelola kembali, bukan pada kemampuan untuk menciptakan yang tidak
ada menjadi ada, disitulah kekuasaan kebesaran Allah SWT.

Dalam Hukum Islam, ada istilah syariah yang merupakan dasar dari
ajaran Islam, dimana mempunyai arti suatu jalan yang lurus yang harus
diikuti setiap umat muslim. Menurut Hasbi as-Siddieqy kalimat jalan yang
lurus merupakan jalan keluarnya sumber mata air, yang kemudian
dikonotasikan bahwa setiap makhluk hidup pastilah membutuhkan air

untuk mejaga keselamatan dan kesehatan. Dengan kata lain makusd kata

% Fenny Bintarawati, dkk, Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), him. 5
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jalan lurus merupakan sebagai bentuk petunjuk untuk memperoleh
kebaikan dan keselamatan baik jiwa maupun raganya, supaya dapat
mencapat keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sedangkan
secara terminologis, istilah syariah merupakan suatu tata aturan atau tata
hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk ditaati.
Sebagaimana menurut Manna al-Qhaththan, syariat merupakan semua
ketetapan Allah yang harus ditaati oleh hamba-Nya terkait akidah, ibadah,
akhlak dan muamalah.®

Amir Syarifudin menyatakan bahwa istilah "hukum™ berasal dari
kata "hukum™ dan "Islam™, yang berarti bahwa hukum berarti seperangkat
aturan tentang bagaimana seseorang berperilaku dalam suatu masyarakat
yang diakui, disusun, dan diterapkan oleh pihak yang berwenang dan
berlaku untuk semua anggota masyarakat tersebut.** Dengan demikian,
hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan tentang
tingkah laku manusia yang dibangun atas dasar wahyu Allah dan sunnah
Rasul, dan diakui dan diyakini untuk diterapkan dan mengikat semua
orang yang beragama Islam.

Kemudian, fikih merupakan suatu perkiraan yang tepat dan kuat
yang dituju oleh seorang mujtahid dalam upayanya menemukan hukum
tuhan. Fikih sendiri mempunyai hubungan dengan hukum syara yang

bersifat praktis dan berasal dari dalil yang terperici. Hukum syara

0 Fenny Bintarawati, dkk, Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), him. 7

*! Fenny Bintarawati, dkk, Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), him. 7
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tersebutlah yang kemudian dikenal dengan fikih yang diperoleh melalui
ijtihad atau tidak melalui ijtihad. Sehingga terkait dengan bidang agidah
dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fikih.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam.

Muhammad Daud Ali berpendapat bahwa ruang lingkup hukum
Islam sebanding dengan kedudukan hukum Islam dalam sistem Indonesia,
yaitu dapat diterapkan secara instan tanpa harus melewati hukum adat
terlebih dahulu. Regulasi di Indonesia mewajibkan agar suatu masalah
ditangani sesuai dengan hukum Islam selama diperuntukkan bagi umat
Islam. Karena hukum Islam berada di tempat yang sama dengan hukum
adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional, hukum Islam juga
dapat berfungsi sebagai dasar dari mana hukum nasional berkembang.
Serta menurut Amir Mu’alim dan Yusdani kecenderungan hukum Islam
terbagi menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:

a. Berlakunya Hukum Islam secara utuh dipertahankan,
b. Penggantian hukum Islam dengan hukum sekuler,
c. Menyinkronkan 2 (dua) sistem hukum tersebut.*?

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam 2 (dua)

kelompok besar, yaitu:
a. Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah.
Iman, shalat, zakat, puasa, dan haji adalah contoh hukum ibadah yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

*2 Fenny Bintarawati, dkk, Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), him. 10
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b. Hukum yang berkaitan dengan persoalan masyarakat.

Hukum kemasyarakatan adalah undang-undang yang mengatur

bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, dan ini

mencakup:

1) Muamalah mengatur tentang transaksi yang berkaitan dengan harta
benda (hak, obligasi, kontrak, sewa-menyewa, pinjaman, titipan,
pengalihan utang, dll.)

2) Munakahat mengatur perkawinan dan perceraiaan, serta
konsekuensi seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan
sebagainya.

3) Ukubat atau Jinayah mengatur pidana seperti mencuri, berzina,
mabuk, menuduh berzina, pembunuhan, dan konsekuensi dari
pidana tersebut.

Susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:
Sistem hukum Barat yang membedakan hukum perdata dengan hukum
publik membentuk bagian-bagian hukum Islam sebagai berikut:**

a. Hukum perdata Islam

1) Munakahat

Mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan,

perceraian, serta akibat-akibatnya;

* Zainuddin Ali, Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika,
2006), him. 6-7



b.

2)

3)

38

Wirasah

Mengawasi pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian
warisan. Hukum faraid adalah istilah umum untuk hukum waris
ini.

Muamalah

Mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, dan tata

hubungan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan,

dll.

Hukum Publik Islam

1)

2)

3)

4)

Jinayah

Memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam
hukuman pidana;

Alahkam as-Sulthaniyah

Membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala
negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya;

Siyar

Mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan
pemeluk Agama, dan negara lain;

Mukhamasat

Mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara.
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C. Konsep Umum Perlawanan Lelang
1. Pengertian Perlawanan Lelang

Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor
213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah
penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan harga yang
ditawarkan secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang. Jenis barang yang dapat dilelang sendiri adalah
semua barang atau hak yang dapat dijual secara lelang. Barang yang dapat
dilelang juga termasuk barang tidak berwujud seperti hak menikmati, hak
tagih, seperti hak kekayaan intelektual, hak siar, dan surat berharga.**

Putusan hakim sering kali dikatakan tidak mutlak oleh parah pihak.
Sekian banyak pihak yang dikalahkan dan merasa tidak puas sehingga
mengajukan beberapa upaya hukum berikutnya untuk memperjuangkan
hak dan kepentingannya, namun terkadang upaya hukum dapat
menimbulkan permasalahan.

Suatu upaya hukum yang sering kali menimbulkan permasalahan
dalam praktik pengadilan adalah perlawanan terhadap sita jaminan dan sita
eksekutorial. Dalam retorika praktik pengadilan terutama dikota kota

besar. Ada pihak perlawanan secara jujur dan benar dalam mengajukan

* Wagino, “Pelaksanaan lelang oleh KPKNL”, djkn.kemenkeu, Di akses pada tanggal 1
Juni 2024
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perlawanannya, ada pula pihak yang mengajukan perlawanan karena ingin
menghambat atau untuk menangguhkan eksekusi.*

Perlawanan biasanya diajukan terhadap barang yang merupakan
sitaan yang dimohonkan agar dapat diangjat atau masih dalam pensitaan
(belum dilelang/telah dilaksanakannya penyerahan kepada pihak yang
berwenang). Perlawanan tidak dapat diterima jika diajukan terlalu dini
atau barang tersebut sudah diserahkan kepada pihak yang menang dalam
lelang. Ini berlaku bahkan jika penggugat adalah pihak yang sebenarnya
dan pemilik sebenarnya dari barang sitaan.*®

Menurut Retnowulan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek, pada umumnya yang dimohon oleh
penggugat dalam perlawanannya adalah sebagai berikut:

“supaya dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan

beralasan, dinyatakan bahwa perlawanan adalah penggugat yang

benar, sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan

diperintahkan untuk diangkat dan supaya tergugat dihukum untuk

membayar biaya perkara”.*’

Jika penggugat dapat membuktikan dalam perlawanan bahwa
barang yang disita itu benar-benar miliknya, keempat tuntutan di atas akan
diterima. Namun, jika penggugat tidak dapat membuktikan hal itu,
pengadilan akan menyatakan bahwa penggugat tidak beralasan dan

penggugat akan dinyatakan tidak benar.

** Indah Hartatik, “Kajian Yuridis Tentang Perlawanan Eksekusi Lelang PUPN Oleh
Debitur yang Wanprestasi (Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt /2000)”, Skripsi (Jember:
Universitas Jember, 2005), him. 15

* No Name, “Putusan MA No. 393 K/Sip/1975”, yurisprudensimahkamahagungR11979,
diakses pada 14 Januari 2024

*" Retnowulan, dkk, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: CV
Mandar Maju, 1979), him. 210
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Pihak yang kalah maupun pihak ketiga mengajukan perlawanan
kepada ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di mana sengketa
penyitaan itu terjadi, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, pelelangan
barang sitaan tidak dihentikan sampai putusan mengenai perlawanan
tersebut dibuat. Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan
lelang atau telah terjulanya barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak
dapat dibenarkan dan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berhak
tidak menerima perlawanan tersebut.*®

2. Dasar Hukum Perlawanan Lelang

Dalam kasus di mana putusan hakim yang memiliki kekuatan
hukum tetap memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan sita
eksekusi terhadap benda milik pihak yang kalah, pihak ketiga memiliki
hak untuk mengajukan perlawanan. Hal ini terjadi karena benda yang
dijadikan objek sita eksekusi tersebut dimiliki oleh pihak ketiga sebagai
pemiliknya dan bukan milih pihak yang dikalahkan, sehingga benda
tersebut dianggap sebagai milik pihak ketiga.*”® Selain itu, dalam kasus di
mana pihak yang bersangkutan melakukan eksekusi lelang tanpa

memahami isi putusan Pengadilan, sehingga merugikan pihak lainnya

juga.

*® Indah Hartatik, “Kajian Yuridis Tentang Perlawanan Eksekusi Lelang PUPN Oleh
Debitur yang Wanprestasi (Studi Putusan MA RI No. 2911 K/Pdt /2000)”, Skripsi (Jember:
Universitas Jember, 2005), him. 16

* Pradnyawati I Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga
(Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek”, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 2, No. 1,
2018, him. 26
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Adapun yang dimaksud dengan Derden Verzet atau biasa disebut
dengan perlawanan pihak ketiga, sebagaiman diatur dalam :

a. Pasal 195 ayat 6 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan
bahwa: “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang
menyatakan bahwa barang yang disita miliknya dihadapkan serta
diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang
diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnnya
terjadi keputusan itu”

b. Pasal 206 ayat (6) Rbg, dinyatakan bahwa: “Perlawanan, juga yang
datang dari pihak ketiga. Berdasarkan hak milik yang diakui olehnya
yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai
upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri
yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-
perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”

c. Pasal 378 Reglement op de Bugerlijk Rechtsvordering (Rv),
dinyatakan bahwa: “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan
terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi
atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang
mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena
penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah
menjadi pihak.”

d. Pasal 379 Reglement op de Burgelijk Rechtsoverdring (Rv),

dinyatakan bahwa: “Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan
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putusan itu. Perlawanan di ajukan dengan suatu pemanggilan untuk
menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat
keputusan dan peraturan umum mengenai cara berpekara berlaku
dalam perlawanan ini.”

e. Pasal 380 Reglement op de Burgelijk Rechtsovrdering (Rv),
dinyatakan bahwa: “Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap
pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya
dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara
berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan
perkara itu sampai perkawa perlawanan diputus.”*

Pihak ketiga yang kepentingannya atau haknya dilanggar memiliki hak
untuk menentang atau menentang penetapan sita eksekutorial menurut Hukum
Acara Perdata Indonesia. "Derden verzet" adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga. Istilah verzet
biasanya berarti menentang. Upaya hukum terhadap putusan dikenal sebagai
perlawanan. Verzet adalah upaya hukum umum yang Dbertujuan untuk

menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain itu, banding dan
kasasi adalah jenis upaya hukum yang umum.
D. Konsep Umum Akad Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Secara bahasa, murabahah dari masdar yaitu ribh atau ar-ribh yang

memiliki arti keuntungan, laba dan faedah. Berasal dari kata rabiha yang

% sarwono, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik,
2016), him. 365
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artinya beruntung, ribhan yang artinya berlaba dan warabahan yang berarti
laba.”* Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli
menyepakati harga jual barang yang akan dibeli, termasuk harga pokok,
biaya pengiriman, dan keuntungan yang akan diperoleh penjual. Dalam
istilah lain, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli
menyepakati harga jual barang yang akan dibeli, serta keuntungan yang
akan diperoleh penjual. Pembeli dapat mengembalikan barang tersebut
baik secara tunai maupun dengan angsur.>?

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), murabahah
adalah pembiayaan yang saling memberi keuntungan satu sama lain antara
pemilik harta atau pemodal dan pihak yang membutuhkan melalui jual beli
dengan berbagai ketentuan apabila sudah ada kesepakatan pada akad
pembiayaan murabahah untuk menentukan harga pokok dan keuntungan
yang bersifat tetap dan mengikat. karena harga jual barang tersebut tidak
boleh berubah.

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah adalah suatu aktivitas jual beli. Namun sebagian ulama
berpendapat bahwasannya dasar hukum murabahah ini sama dengan dasar
hukum jual beli pada umumnya. Dasar hukum yang dijadikanpada

implementasi akad jual beli murabahah ini sebagai berikut:

' Ummi Kalsum, dkk, “Penyelesaiaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah”,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol.1, no. 1, 2016, him 4.

°2 Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Figih Islam, Hukum Positif dan
Hukum Syariah”, Jurnal Repertarium, Ed 1, 2014, him. 520.
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a. Q.S. Al-Bagarah (2): 275:
& . )
D g5 a2 Al 2s g

“.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan Riba.” (Q.S. Al-Bagarah: 275)

Dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan bahwa jual beli itu halal
atau haram, dan riba haram. Ini karena riba memiliki unsur
ketidakadilan, sedangkan jual beli tidak. Oleh karena itu, riba sering
dianggap sebagai tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan
cara yang dilarang oleh syara’. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa
riba dilarang oleh syara’.>® Sedangkan jual beli termasuk dalam jual
beli murabahah mendapat legalitas dari hukum syara’ dan boleh
digunakan dalam praktik pembiayaan di Bank Syariahkarena tidak
termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur ribawi.>*

b. Q.S. Al-Bagarah (2): 280:

oﬂuﬂfu\vﬁﬁ 305 O 5 s g\ejmsz 58 3%

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu

bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila
kamu mengetahui(-nya)” (Q.S. Al-Bagarah: 280).

Dalam Ayat ini menjelaskan bagaimana umat Islam harus bijak
dalam menangani hutang piutang dan memberikan perlindungan
hukum bagi orang yang berhutang yang dalam keadaan tertentu tidak

dapat membayarnya. Sebaliknya, Allah juga meminta penghutang

>3 Sujian Suretno, “Jual beli dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Ad-Deenar: PerBankan
Syariah, vol. 2, no.1, 2018 him. 100.

> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), him. 103
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untuk bertindak sesuai dengan syariat, menghindari penipuan dan
tindakan yang melanggar hukum.>
c. Q.S. An-Nisa (4): 29:
A5 58 51 5355 AL el 28 STl gl Y s o3 el
- /,« oL g & £ g0 ,«}o/,r‘_ﬁ Lo,
Wi 3G STl O 7 28l 131535 Vg ¢ 2S5
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang mengambil harta orang lain
dengan cara yang salah, atau tidak sah, kecuali dalam kasus perniagaan
yang dilakukan dengan kerelaan bersama. Para ahli tafsir menganggap
larangan ini memiliki pengertian yang luas, seperti:

1) Agama Islam mengakui hak milik pribadi yang harus dilindungi
dan tidak boleh diganggu gugat;

2) Jika hak milik pribadi memenuhi nisabnya, zakatnya dan
kewajiban lainnya harus dibayar untuk kepentingan agama, negara,
dll;

3) Meskipun seseorang memiliki harta yang sangat besar dan banyak
orang yang memerlukannya, harta tersebut tidak boleh diambil
secara sembarangan tanpa izin pemiliknya atau tanpa mengikuti

prosedur yang sah.

*® Achmad Fahruddin, “Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an (Tinjauan
Tafsir Kabir mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi)”, Jurnal At-Tawazun, vol. 8 no. 2, 2020,
him. 96-97.
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Berdagang atau berjual beli harta diizinkan dengan dasar
kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang
dilakukan secara paksa tidak sah, meskipun ada pembayaran atau
pengganti. Dalam upaya untuk memperoleh kekayaan, tidak boleh ada
tindakan yang zalim terhadap orang lain, baik masyarakat maupun
individu. tindakan untuk mendapatkan harta secara tidak sah, seperti
mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi
timbangan, suap-menyuap, dll. Allah juga melarang membunuh diri.
Meskipun bunyi ayat menunjukkan bahwa membunuh diri sendiri
dilarang, yang dimaksud di sini adalah membunuh orang lain dan diri
sendiri, karena hukum kisas menyatakan bahwa setiap orang yang
membunuh akan dibunuh. Bunuh diri adalah haram karena itu
termasuk perbuatan putus asa dan menunjukkan bahwa orang yang
melakukannya tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah.
Kemudian ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang
orang-orang yang beriman memakan harta secara batil dan membunuh
atau membunuh orang lain. Itu karena kasih sayang Allah kepada
hamba-Nya untuk memberi mereka kebahagiaan baik di dunia maupun
di akhirat.”®
Hadis Nabi dari Abu Sid al-Khudir yang di Riwayatkan Al-Baihaqi,

Ibnu Majah dan dinilai Shahiholeh Ibnu Hibban: 2185:

*® No Name, “Tafsir Tahlili Qur’an Kemenag”, Quran.kemenag.go.id, Diakses pada 15

Januari 2024
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Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
(HR. Al-Baihagi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh lbnu
Hibban).>
Dalam Hadis ini, Nabi Muhammad SAW meminta agar masing-
masing pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan. Segala
ketentuan yang ada dalam akad jual beli Murabahah, seperti penentuan
harga pokok jual, keuntungan yang akan diperoleh, metode
pembayaran, dan ketentuan lainnya, harus disepakati oleh kedua belah
pihak. Jika satu pihak saja yang menetapkannya, itu tidak akan

efektif.>®

e. Kaidah Fikih:

-
o o4 s 9

QJ}&&JJJJJJQ Yrode 2l i 4 i

“Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil
yang melarangnya.”

Kaidah ini memiliki makna yang sangat luas dalam kehidupan
manusia. Selama tidak ada alasan yang melarang atau mengharamkan
tindakan mereka, mereka berhak melakukan apapun yang mereka
inginkan dalam hidup mereka, baik itu pekerjaan, keluarga,

pendidikan, atau hal lainnya. Seseorang memiliki hak untuk melarang

> No Name, “Hadis-Hadis Murabahah dalam Fatwa DSN”, Repository.umy.ac.id,
Diakses pada 15 januari 2024.

%8 Nurhayati, “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist
Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di PerBankan Syariah”, Jurnal Akutansi, vol. 18 no. 1,
2017, him. 20.
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atau mencegah sesuatu tanpa adanya dalil syara’ yang mengatur
larangan tersebut.

Oleh karena itu, syariat memungkinkan segala hal yang
berkaitan dengan penjualan, hibah, sewa, dan tindakan lainnya yang
dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan mereka. Syariat tidak
hanya melarang kebiasaan yang menyebabkan kerusakan dan
memakruhkan kebiasaan yang tidak patut, tetapi juga mewajibkan
kebiasaan yang harus dilakukan dan menganjurkan kebiasaan yang
memiliki manfaat nyata dari segi kualitas, kuantitas, dan sifatnya.>®

f. Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”

Pertama, Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

* Abd. Salam, “Kaidah-Kaidah Fikih Muamalat”, badilag.mahkamahagung.go.id,
Diakses pada 15 Januari 2024, him. 2.

% Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Murabahah, ditbinganis.badilag, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.
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Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Kedua, ketentuan murabahah kepada Nasabah:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kepada Bank.

2) Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
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4) Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung
oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada
nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, jaminan dalam murabahabh:

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

Keempat, utang dalam murabahah:
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Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada Bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta

kerugian itu diperhitungkan

Kelima, penundaan Pembayaran dalam murabahah:

1)

2)

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
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3. Ketentuan Transaksi Murabahah

Akad Pembiayaan Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan

kedua belah pihak yang terlibat, sebagaimana sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Jual murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau
hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.

Adanya kejelasan informasi tentang harga pembelian, atau modal, serta
biaya biasa yang dikeluarkan dalam jual beli;

Ada informasi jelas tentang pengambilan keuntungan, baik nominal
maupun persentase, sehingga pembeli dapat memahaminya sebagai
syarat sah murabahah;

Dalam sistem murabahah, penjualan dapat menetapkan syarat kepada
pembeli untuk menjamin bahwa barang tidak akan rusak, tetapi lebih
baik tidak menetapkan syarat seperti itu;

Transaksi pertama haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual

beli secara murabahah.’’

4. Penerapan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Menurut daftar istilah himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN), murabahah berarti menjual suatu barang kepada si pembeli dengan

menegaskan harga belinya dan membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai laba atau keuntungan. Prinsip murabahah merupakan bagian

1 AH. Azharudin Lathif, Figih Muamalat, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakatra
Press, 2005), him. 119-120.
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terpenting dari jual beli, dan ia mendominasi pendapatan Bank dari
produk-produk yang dijual oleh semua Bank Islam. Dengan ridha Allah
SWT, jual beli dianggap sebagai cara untuk membantu satu sama lain.

Rukun murabahah dalam perBankan adalah sama dengan fikih dan
hanya dianalogikan dalam praktek perBankannya. Mengenai persyaratan
yang diminta oleh Bank harus sesuai dengan kebijakan Bank Syariahyang
relevan. Persyaratan tersebut biasanya mencakup ijab qobul, atau akad,
barang yang diperjualbelikan, dan harga.

Bank menjual barang dengan harga pokok pembelian pemasok
ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Harga jual beli tidak boleh
berubah atau tetap selama akad belum berakhir. Sistem pembayaran dan
jangka waktunya disepakati berseama oleh kedua belah pihak.®* Namun,
murabahah dapat dibayar secara tunai atau cicilan. Harga barang dalam
murabahah juga dapat berbeda sesuai dengan metode pembayaran yang
berbeda.

Pembiayaan murabahah ini dapat digunakan untuk berbagai jenis
pembiayaan, seperti untuk membeli barang atau membangun rumah. Salah
satu contohnya adalah pengadaan barang, Bank Syariahmenggunakan
prinsip akad jual beli murabah untuk pengadaan sepeda motor, pembelian
rumah, kebutuhan rumah tangga, investasi, dan lainnya. Seperti contoh,
jika seseorang ingin membeli rumah melalui Bank syariah, mereka dapat

mengajukan permohonan kepada Bank untuk mendapatkan pembiayaan

%2 No Name, Yayasan Pendidikan Pengembangan perBankan LKS, (Jakarta:
Muamalah Institute, 1999), hal 43-44
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untuk membeli rumah tersebut. Namun, sebelum menerima permohonan
tersebut, Bank akan memeriksa apakah pembeli layak mendapatkan
pembiayaan tersebut. Bank Syariahakan membeli rumah tersebut setelah
dinyatakan layak dan kemudian memberikannya kepada nasabah atau
pemohon. Sebelum rumah tersebut diberikan, Bank dan nasabah harus
setuju tentang keuntungan dari transaksi, metode pembayaran, waktu
pembayaran, dan hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan umum akad

pembiayaan murabahah.®®

% Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan Murabahah pada PerBankan Syariah di
Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, vol. 6 no.1, 2021, him. 143-144
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DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERLAWANAN
LELANG AKAD MURABAHAH PADA PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO NOMOR 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
1. Duduk Perkara.
Bahwa menurut penggugat dengan adanya surat gugatan tertanggal
19 September 2022 telah diajukan gugatan Perlawanan Lelang dalam
Akad murabahah terhadap Bank Syariahlslam dan telah didaftarakan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register nomor
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 21 September 2022, dengan mengajukan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. Bahwa pengugat adalah salah satu nasabah/debitur ditempat tergugat |
dengan pemegang rekening pembiayaan No. 450126702
b. Bahwa antara penggugat dan tergugat | telah membuat akad
pembiayaan murabahah nomor 068/MRB834/80001/V1/16 tanggal 22
Juni 2016
c. Bahwa di dalam pasal 3 akad pembiayaan murabahah Nomor
068/MRB834/80001/V1/16, menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan

ini berupa pembelian 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal

56
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dengan luas 84 m2 dan luas bangunan 45 m2 berlokasi di Propinsi
Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM nomor 01308

Bahwa di dalam pasal 2 akad pembiayaan murabahah nomor
068/MRB834/80001/V1/16, menyatakan harga barang berupa 1 (satu)
unit tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 84 m2 dan
luas bangunan 45 m2 berlokasi di Propinsi Jawa Tengah dengan bukti
kepemilikan SHM nomor 01308 yang dijual Bank kepada nasabah
sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp.

204.930.000,- dengan rincian sebagai berikut :

e Harga Perolehan : Rp. 185.000.000,-
e Uang Muka 40,54% : Rp. 75.000.000,-
e Pembiayaan Bank : Rp. 110.000.000,-
e Keuntungan Bank/Margin : Rp. 94.930.000,-
e Harga Jual Bank : Rp. 204.930.000,-

Sehingga kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh nasabah
kepada Bank adalah Rp. 204.930.000,-

Bahwa dalam pasal 4 akad pembiayaan murabahah nomor
068/MRB834/V1/16, menyatakan jangka waktu pembiayaan 120
(seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2026 (kurang lebih 10 tahun)

Bahwa di dalam pasal 7 akad pembiayaan murabahah nomor

068/MRB834/80001/V1/16, menyatakan adanya denda ganti rugi
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dimana atas keterlambatan dikenakan denda sebesar 24% dan ganti
rugi sebesar 100%

Bahwa penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran
sehingga oleh tergugat | telah dilakukan pelelangan pada tanggal 10
Desember 2021 di tempat tergugat Il yaitu Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang

Bahwa dari Hasil Pelelangan tersebut telah dibuatkan Risalah lelang
tertanggal 10 Desember 2021 dengan pemenang lelang adalah
Tergugat 1V

Bahwa dari hasil lelang tersebut berdasarkan Risalah lelang tersebut
sertifikat tanah tersebut beralih menjadi nama Tergugat IV di kantor
Tergugat I,

Bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah merupakan sengketa
di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga pembiayaan syari’ah
dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank
Syari’ah dengan akad Murabahah. Akhirnya setelah melakukan
pertimbangan dan survey, Bank Syari’ah menyepakati untuk
menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Bank syari’ah dan
nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan
akad Murabahah. Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar,
kemudian Bank Syari’ah mengirimkan surat peringatan I, II dan III

kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh nasabah. Kemudian, Bank
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Syari’ah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga litigasi, yaitu
Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah
Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, yang menyatakan apabila tidak
dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat maka para pihak
sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Purwokerto
Bahwa menurut fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah, pada Fatwa kelima dijelaskan bahwa “apabila nasabah
dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan
kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah”. Jika
sengketa tidak kunjung selesai karena pihak Bank Syari’ah tidak
membawa kasus ke Basyarnas, sedangkan sengketa Bank Syari’ah
baru bisa dibawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui.
Maka pihak Bank Syari’ah memilih untuk diselesaikan melalui
Pengadilan Agama, tanpa adanya persetujuan oleh pihak nasabah;

. Bahwa Tergugat | telah mengingkari isi Pasal 18 Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, dimana dalam proses
penyelesaian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto,
namun langsung dilakukan pelelangan ditempat Tergugat I1;

Bahwa Tergugat | telah mengingkari Pasal 4 Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, menyatakan Jangka

waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak
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tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 (kurang
lebih 10 tahun), dimana Tergugat | telah melelang barang jaminan
sebelum jangka waktu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/ 80001/V1/16, telah selesai atau melebih dari jangka
waktu yang diperjanjikan dalam akad tersebut

. Bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah merupakan
kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada
penjelasan poin (1) pasal (1) 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55
ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerBankan
Syari’ah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang
PerBankan = Syari’ah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke
Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak
dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan;
Bahwa memang sebelum lahirnya UU No.3 tahun 2006, penyelesaian
sengketa antara Bank dan nasabah ditempuh dengan cara musyawarah
dan jika tidak tercapai perdamaian, maka diselesaikan melalui Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI1/2005, tanggal 14
Nopember 2005 dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor :
17/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, akan tetapi setelah
lahirnya UU ini, jika ada sengketa dalam ekonomi syari’ah, maka

harus diselesaikan di Pengadilan Agama
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g. Bahwa tergugat | telah melanggar UU No. 3 Tahun 2006, dimana
dalam penyelesaian sengketa syariah harus melalui Pengadilan Agama
sebagaimana juga telah disepakati dalam Pasal 18 Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, yang menyatakan
apabila tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat maka
para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama
Purwokerto

2. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara sengketa perlawanan eksekusi lelang
dalam pembiayaan murabahah atau sengketa ekonomi syariah Nomor
2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
menggunakan beberapa dalih pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perlawanan Penggugat telah terjadi perbuatan
melawan hukum atau perlawanan dilakukan oleh Penggugat atas eksekusi
lelang oleh para Tergugat terhadap objek lelang pada akad pembiayaan
murabahah. Pokok perkara yang terjadi antara Penggugat dengan para

Tergugat berawal dari tidak dilaksanakannya kewajibaban pembayaran

oleh Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Namun Penggugat masih Dberusaha menyelesaikan kewajibannya,

walaupun masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk

menyelesaikan  kewajiban tersebut. Dan Tergugat | langsung
mengeksekusi objek jaminan tanpa sepengetahuan si Penggugat, yang

dimana Penggugat merasa dirugikan sebagaimana yang dijelaskan pada
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putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
Dengan demikian bahwasanya Tergugat | telah mengingkari akad
permbiayaan murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16 sebagaimana
tercantum pada Pasal 18 yang berisi ketika terjadinya sengketa maka
dibawa kejalur hukum (litigasi), namun kenyataannya Tergugat | tidak
menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama Purwokerto,
namun langsung dilakukan dipelelangan di tempat Tergugat Il. Dengan
dasar Pasal 133 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), bahwa apabila salah satu pihak dalam akad
pembiayaan murabahah tidak melakukan kewajiban sebagai mestinya atau
terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaian melalui
perdamaian atau pengadilan. Dengan demikian Penggugat mempunyai
legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, yang menyatakan apabila
tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat, maka para pihak
sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan Agama
Purwokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif bagi
Pengadilan Agama Purwokerto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal
4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam
perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan berdasarkan laporan

Mediator Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., tertanggal 15



63

November 2022 bahwa telah dilaksanakan mediasi terhadap kedua pihak,
namun tidak berhasil mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan
perkaranya dengan secara damai, selain itu Majelis Hakim juga dalam
setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan
memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat agar perkaranya
dapat diselesaikan dengan jalan damai, namun upaya tersebut juga tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Perlawanan Penggugat
adalah bahwa Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Lelang yang
dilakukan oleh Bank Syari’ah Indonesia selaku Tergugat | yang telah
mengingkari isi Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
068/MRB834/80001/VI1/16, dimana dalam proses penyelesaian tidak
dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto, namun langsung
dilakukan pelelangan ditempat Tergugat Il, dan Tergugat | juga telah
mengingkari Pasal 4 Akad Pembiayaan  Murabahah  Nomor
068/MRB834/80001/V1/16, yang menyatakan Jangka waktu pembiayaan
selama 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016
sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 (kurang lebih 10 tahun), yaitu
Tergugat | telah melelang barang jaminan sebelum jangka waktu Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, selesai atau
melebih dari jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil Perlawanan Penggugat tersebut,

Tergugat | dan Tergugat Il keduanya telah memberikan jawaban yang
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pada pokoknya Penggugat telah menerima pembiayaan dari Tergugat
melalui agad Murabahah, dan Penggugat telah menyerahkan jaminan atau
agunan berupa Sertifikat hak milik No0.013081/Legug yang telah diikat
secara sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan
N0.21963/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kantor
Pertanahan setempat dengan Sertifikat hak Tanggungan No. 05807/2016,
dan proses lelang telah selesai dilaksanakan sesuai prosedur serta
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Perlawanan Penggugat dan
jawaban para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa
proses lelang telah selesai pada tanggal 10 Desember 2021 di tempat
Tergugat 1l dengan hasil Pelelangan telah dibuatkan Risalah lelang
tertanggal 10 Desember 2021 dengan pemenang lelangnya adalah
Tergugat V.

Menimbang, bahwa oleh karena proses lelang telah selesai pada
tanggal 10 Desember 2021, maka Penggugat dinyatakan sebagai
penggugat yang tidak benar, sebab dengan selesainya proses lelang yang
dilakukan oleh Tergugat I di tempat Tergugat Il (KPKNL), berarti proses
lelang yang digugat untuk dilakukan perlawanan oleh Penggugat sudah
tidak ada atau sudah selesai, dan oleh karenanya Majelis Hakim
menyatakan Perlawanan perlawanan Penggugat terhadap lelang yang
dilakukan oleh Bank Syari’ah Indonesia melalui Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak dapat diterima (Niet
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Ontvankelijke verklaard) dengan pertimbangan jika perlelangan sudah
ingkrah maka perlawanan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Penggugat tidak dapat
diterima, maka pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, dan
berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak Penggugat dihukum untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Isi Putusan

Berdasarkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin, tanggal 26 Desember
2022 Masehi, bertetapan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah.
Oleh Drs. H. Sutejo, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs.
H. Risno serta Drs. H. Juhri, M. H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh Susanto, S. H., sebagai Panitera Pengganti.
Dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat yaitu Dwi Purnomo, umur 35
Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tingga di
Propinsi Jawa tengah. Selanjutnya para pihak yang Tergugat, Tergugat |
Bank Syariah Indonesia yang berkedudukan di Propinsi Jawa Tengah,
Tergugat Il Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
berkedudukan di Propinsi Jawa Tengah, Tergugat Il Kepala Kantor

Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, yang berkedudukan di Propinsi Jawa

% Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
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Tengah, dan Tergugat IV Avianto Arbi Santoso, tempat tinggal tidak

diketahui dengan jelas di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam

perkara tersebut Penggugat dikuasakan kepada Djoko Susanto, S.H.,

Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di JI. Sidanegara Il, No.45

Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2022,

dan telah disubstitusikan kepada Gema Etika Muhammad, S.H. dan Sri

Handayani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidanegara Il No.45

Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Desember

2022, sebagai Penggugat. Memutuskan perkara ini dengan putusan Nomor

2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. sebagai berikut:

a. Menyatakan Perlawanan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvakelijke verklaard);

b. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah).®®

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto Nomor. 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan terhadap penyelesaian
sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama secara jelas
memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara

ekonomi syari’ah, termasuk perBankan syariah suatu kompetensi absolut.

% Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2118/Pdt. G/2022/PA.Pwit.



67

Menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketika
para pembuat akad mengacu pada proses peradilan di Pengadilan Agama,
kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme
penyelesaian, bahwa ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan
akad perjanjian syariahnya.®

Dalam setiap perkara Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri
pasti adanya sebuah hasil atau bisa disebut dengan putusan, putusan
merupakan keputusan pengadilan atas perkara Perlawanan berdasarkan adanya
suatu sengketa pengadilan atas perkara Perlawanan berdasarkan adanya suatu
sengketa atau perselisihan. didalam putusan terdapat sebuah pertimbangan
dimana seorang hakim harus mempertimbangkan secara adil dan berdasarkan
hukum yang berlaku di negara ini.

Pertimbangan hakim merupakan komponen paling penting dalam
menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan
kepastian hukum, serta keuntungan bagi setiap pihak yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan
cermat dengan basis hukum yang jelas. Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung
dapat membatalkan putusan hakim jika pertimbangan hakim dilakukan secara
lalai dan tidak teliti. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan
juga dalam ayat (2) dan (3) juga menjelaskan bahwa “(2) hakim dan

% Undang-Undang Rl Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah, diakses pada
tanggal 19 April 2024.
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hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3)
hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim”.%’

Bahwasannya sengketa atau perselisihan yang terjadi yaitu bangunan
rumah tinggal yang ditempati Dwi Purnomo telah dilelang tanpa
sepengetahuan debitur oleh Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan Dwi
Purnomo telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada
Bank Syariah Indonesia selaku kreditur. Bank Syariah Indonesia kemudian
melakukan eksekusi hak tanggungan rumah tinggal di kantor pelelangan. Pada
awalnya, Dwi Purnomo sebagai penggugat melakukan akad pembiayaan
murabahah kepada Bank Syariah Indonesia. Ini adalah jenis pembiayaan yang
saling menguntungkan karena melibatkan pembelian barang, penentuan
keuntungan, dan klausul sanksi dan pelanggaran yang terbuka dalam
kesepakatan bersama. Pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur.

Dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam
mempertimbangkan hukum anatara penggugat Yyaitu nasabah dari Bank
Syariah Indonesia melawan tergugat | Bank Syariah Indonesia selaku kreditur
pembiayaan murabahah. Yang kemudian telah memeriksa perkara perlawaan
lelang pada akad pembiayaan murabahah, Majelis hakim menyatakan bahwa
yang menjadi pokok Perlawanan Penggugat adalah bahwa Penggugat
mengajukan perlawanan terhadap Lelang yang dilakukan oleh Bank Syari’ah
Indonesia selaku Tergugat | yang telah mengingkari isi Pasal 18 Akad

Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, dimana dalam

%7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di akses pada
tanggal 19 April 2024
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proses penyelesaian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto,
namun langsung dilakukan pelelangan ditempat Tergugat Il yaitu Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Selain itu, Tergugat | telah
melanggar  Pasal 4  Akad Pembiayaan = murabahah ~ Nomor
068/MRB834/80001/VI1/16, yang menetapkan jangka waktu pembiayaan
selama 120 (seratus dua puluh) bulan, atau kurang lebih 10 tahun. Artinya,
Tergugat | telah melelang barang jaminan sebelum atau melebihi jangka
waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut. Jika pembiayaan bermasalah,
tidak hanya debitur yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, tetapi
Bank juga dapat memberikan syarat yang memberatkan nasabah dan tidak
memahami keputusan pembiayaan.

Salah satu operasional perBankan adalah pembiayaan, yaitu membantu
pemenuhan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkannya untuk bisnis dan
konsumsi. Non-performing financing (NPF) adalah salah satu indikator utama
untuk menilai kinerja Bank. Pembiayaan ini sering disebut sebagai
pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya melewati 90
hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya sangat
diragukan. Pembiayaan yang tidak berhasil didefinisikan sebagai pembiayaan
yang pembayarannya tersendat-sendat dan tidak memenuhi kewajiban
minimum yang ditetapkan sampai pembiayaan sulit untuk dilunasi atau
bahkan tidak dapat ditagih.

Menurut  Peraturan  Bank Indonesia  No0.9/9/PBI/2007  dan

No0.10/24/2008, kualitas pembiayaan diklasifikasikan dalam lima kategori,
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yaitu: Pertama, Lancar; selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur
dan akurat; memastikan pembayaran angsuran tepat waktu; dan memastikan
dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan yang Kkuat.
Kedua, berhati-hatilah untuk memberikan laporan keuangan yang teratur dan
akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap, dan pengikatan agunan yang
kuat, serta tidak melanggar persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil
jika ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin selama 90
hari. Ketiga, Kurang Lancar terjadi ketika pembayaran angsuran pokok dan
atau margin telah ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari hingga 180 (seratus
delapan puluh) hari, laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, perjanjian
piutang tidak didokumentasikan dengan baik dan agunan tidak diikat dengan
kuat, pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan upaya
untuk memperpanjang piutang untuk menyembunyikan masalah keuangan.
Keempat, diragukan, jika angsuran pokok dan margin belum dibayar dalam
180 hingga 270 hari. Nasabah menyampaikan informasi keuangan yang tidak
akurat atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak
lengkap, dan prinsipil melanggar persyaratan pokok perjanjian piutang.
Kelima, Macet, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan
atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan
dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.®® Pasal
37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perBankan syariah

menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

% Mellyan, DKk, Analisis Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah
Indonesia Cabang Aceh Barat Daya, Jurnal Staindirundeng, 2021, him 270.
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mengandung resiko, sehingga Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip yang
sehat untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut analisis peneliti, jangka waktu pembiayaan murabahah yang
tertera dalam Pasal 4 putusan Pengadilan Agama Purwokerto adalah 120
bulan. Namun, penggugat merasa dirugikan karena tergugat | telah melelang
barang jaminan sebelum periode kontrak berakhir. Menurut analisis yang
dilakukan, seperti dijelaskan pada poin keempat dan kelima, penggugat
dinyatakan gagal memenuhi kewajiban pembiayaan karena belum membayar
angsuran dan belum melunasi utang. Selain itu, penggugat juga dianggap
melanggar ketentuan utama perjanjian piutang secara prinsipil, dan tidak ada
dokumentasi mengenai perjanjian piutang atau pengikatan agunan.

Bahwa atas dalil Perlawanan Penggugat tersebut, Tergugat | dan
Tergugat 1l keduanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
Penggugat telah menerima pembiayaan dari Tergugat melalui akad
murabahah, dan Penggugat telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa
Sertifikat hak milik No0.013081/Legug yang telah diikat secara sempurna
dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No0.21963/2016 tanggal 15 Agustus
2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dengan Sertifikat
hak Tanggungan No. 05807/2016, dan proses lelang telah selesai dilaksanakan
sesuai prosedur serta ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KPKNL, dalam proses lelang sudah secara implisit sesuai dengan rukun
dan syarat jual beli dalam figih muammalah. Selain itu, untuk memastikan

bahwa praktik lelang tidak menyimpang dari syariat atau melanggar hak,
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norma, atau etika. Dalam lelang, ada barang yang dilelangkan. Barang yang
diperjualbelikan dalam lelang tersebut harus dilengkapi dengan dokumentasi
atau bukti kepemillikan. Hal ini sesuai dengan syarat objek jual beli dalam
Islam, yaitu barang yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat tanpa
memberikan madarat, harus dimiliki oleh orang berakal dan memiliki
kemampuan untuk menyerahkannya. Penjual, pejabat lelang, dan peserta
lelang KPKNL Purwokerto memenuhi syarat sebagai pelaku jual beli yang
sesuai dengan hukum Islam.

KPKNL melaksanakan lelang untuk berbagai kepentingan, termasuk
publik, privat, dan keuangan. Salah satu manfaat publik dari lelang adalah
bahwa mekanisme ini membantu menjaga pengelolaan aset negara agar lebih
efisien dan tertib. Selain itu, pelaksanaan lelang juga merupakan bentuk
penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, keamanan, dan kepastian
hukum, terutama ketika aset yang dijual dilakukan sesuai dengan perintah
pengadilan, kejaksaan, pajak, dan sebagainya. Dalam konteks privat, lelang
berfungsi untuk menghubungkan penjual dan pembeli dalam transaksi jual
beli barang yang diatur oleh undang-undang. Dari segi budgeter, lelang
berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan penerimaan negara, seperti bea
lelang, Pajak Penghasilan (PPh) atas tanah sesuai Pasal 25, dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah (BPHTB).%

Dalam penyelenggaraan lelang, ketentuan menetapkan bahwa KPKNL,

Kantor Pejabat Lelang Kelas I, atau Balai Lelang akan bertindak sebagai

% Wagino, “Pelaksanaan lelang oleh KPKNL”, djkn.kemenkeu, Di akses pada tanggal 1
Juni 2024
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penyelenggara lelang. Proses lelang harus dilakukan berdasarkan prinsip
keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Kecuali
diatur lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, lelang harus
dilaksanakan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang. Setiap lelang harus diawali
dengan Pengumuman Lelang, dan untuk lelang eksekusi barang tidak
bergerak, pengumuman harus dilakukan dua kali, salah satunya melalui surat
kabar harian. KPKNL akan melaksanakan lelang hanya setelah menerima
permohonan lelang, dan tidak diperbolehkan menolak permohonan tersebut
jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sistem lelang telah mengalami perkembangan seiring berjalannya
waktu, dan saat ini lelang dapat dilakukan secara online. Sejak sekitar tahun
2014, lelang mulai dilaksanakan tanpa kehadiran peserta fisik atau melalui
lelang via email. Popularitas lelang online meningkat pesat setelah pandemi
COVID-19. Lelang online memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi,
termasuk laki-laki, perempuan, ibu rumah tangga, dan individu dengan
keterbatasan, karena dapat dilakukan dari mana saja menggunakan komputer,
laptop, atau ponsel yang terhubung ke internet.

Dalam hal dokumen kepemilikan, sebelum pelaksanaan lelang, Penjual
diwajibkan untuk menyerahkan atau memperlihatkan dokumen kepemilikan
asli kepada Pejabat Lelang dan peserta lelang. Namun, dalam kasus lelang
eksekusi, lelang masih dapat dilaksanakan meskipun Penjual tidak memiliki
dokumen kepemilikan asli. Dalam situasi ini, Penjual harus menyertakan surat

pernyataan yang menyatakan bahwa barang yang dilelang tidak disertai
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dengan dokumen kepemilikan, beserta alasan mengapa dokumen tersebut
tidak tersedia. Contohnya adalah lelang eksekusi sengketa waris atau lelang
rampasan negara, di mana walaupun dokumen kepemilikan barang tidak dapat
diperoleh, keputusan pengadilan tetap harus dilaksanakan. Karena Risalah
Lelang, yang diterbitkan oleh KPKNL, merupakan akta otentik peralihan hak
(acte van transport) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang,
penjualan lelang dapat dilakukan baik dengan balik nama kepada pembeli
lelang maupun dengan penerbitan dokumen kepemilikan yang baru.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas dan fakta bahwa banyak
lembaga yang mewajibkan penjualan barang mereka melalui lelang sebagai
pelaksanaan putusan pengadilan atau keputusan pejabat penyelenggara negara
yang memiliki otoritas eksekutorial, lembaga lelang adalah sarana penting
untuk pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Dalam industri
perBankan, salah satu cara untuk memperbaiki posisi utang net performing
atau mengembalikan utang kredit macet adalah dengan menerapkan lelang
eksekusi hak tanggungan.

Namun tidak berhenti disana, peneliti juga menganalisa dengan
membandingkan beberapa akad pembiayaan murabahah yang terjadi.
Contohnya dalam akad pembiayaan murabahah yang terjadi pada PT Dana
Syariah Indonesia, dimana dalam pasal 17 akad pembiayaan murabahah
tersebut dijelaskan pada point 1 (satu) angka b yang berbunyi : “melaksanakan

penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan surat kuasa untuk menjual
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yang dibuat oleh penerima pembiayaan”.”® Dari uraian diatas peneliti menarik
kesimpulan bahwasannya pelelangan tanpa persetujuan dari nasabah/debitur
itu bisa terjadi atau bisa disebut dengan parate eksekusi. Parate eksekusi
merupakan kewenangan yang dimiliki kreditur untuk mengeksekusi objek
jaminan hak tanggungan tanpa melalui dan tanpa adanya campur tangan
pengadilan.

Dalam lelang eksekusi, pemilik barang adalah pihak yang wanprestasi
dalam suatu kasus yang mengharuskan menjual barang jaminannya karena
wanprestasi. Dalam Islam, marhun adalah barang jaminan, dan jika peminjam
tidak dapat melunasi hutangnya, barang jaminan dapat dijual untuk menutupi
kekurangannya. Ini menunjukkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan juga
melibatkan gadai.

Menurut undang-undang, pejabat fungsional pelelang KPKNL memiliki
wewenang untuk melaksankan lelang yang diusulkan oleh pemohon lelang.
Tugas pejabat fungsional pelelang termasuk menetapkan penawaran harga
lelang tertinggi yang memenuhi batas lelang untuk ditetapkan sebagai
pemenang lelang; ini mirip dengan perjanjian wakalah. Menurut kalangan
Syafi'iyah, wakalah berarti memberikan wewenang kepada orang lain untuk
melakukan pekerjaan yang dapat digantikan dan dilakukan oleh orang yang
diberi wewenang, dengan ketentuan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan
selama pemberi kuasa masih hidup. Dalam figih muammalah, akad wakalah

ini diperbolehkan.

" PT Bank Dana Syariah di Indonesia, Perjanjian pembiayaan Murabahah,
danasyariah.id, diakses pada tanggal 5 Juni 2024.
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Pemenang lelang ditetapkan oleh sistem penawaran meningkat KPKNL.
Pemenang lelang pertama kali membayar kepada KPKNL, yang bertindak
sebagai pihak ketiga dalam transaksi tersebut. Setelah pembayaran selesali,
dokumen kepemilikan barang diserahkan. Ini termasuk ijab dan gabul, yang
menunjukkan bahwa penjual memiliki hak untuk menuntut pembeli atau
pemenang lelang setelah pembeli telah memenuhi syarat.

Dalam perkara tersebut hakim memutuskan untuk tidak menerima
perlawanan pada nomor perkara 2118/Pdt.g/2022/Pa.Pwt. karena adanya cacat
formil yang melekat pada penggugatan tersebut. Bahwa pada perkara tersebut
proses lelang telah selesai pada tanggal 10 Desember 2021, maka Penggugat
dinyatakan sebagai penggugat yang tidak benar, sebab dengan selesainya
proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat | di tempat Tergugat 1l (KPKNL),
berarti proses lelang yang digugat untuk dilakukan perlawanan oleh Penggugat
sudah tidak ada atau sudah selesai, dan oleh karenanya Majelis Hakim
menyatakan gugatan perlawanan Penggugat terhadap lelang yang dilakukan
oleh Bank Syari’ah Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dan dari
analisa peneliti bahwasannya penggugat juga penggugat yang tidak benar,
sebagaimana uraian diatas.

Dari fakta-fakta yang diperoleh, analisis mengenai dasar pertimbang
hakim dalam memutuskan perkara perlawanan lelang pembiayaan murabahah
studi putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/Pa.Pwt. Majelis hakim sudah sesuai

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara ini sesuai dengan
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hukum acara perdata dan peradilan agama. Namun dalam kasus ini majelis
hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili dan
memutuskan perkara ekonomi syariah sesuai dengan Peraturan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasaan
wewenang Peradilan Agama sehubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlawanan Lelang Jaminan Akad
Pembiayaan Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor. 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Ketentuan-ketentuan akad dalam melakukan pembiayaan murabahah
telah diatur dalam hukum Islam terutama dalam kompilasi hukum ekonomi
syariah untuk pegangan majelis hakim dalam memutus, mengadili dan
menetapkan suatu perkara ekonomi syariah, karena kompilasi hukum ekonomi
syariah disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999
tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang Peradilan
Agama sehubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Tidak hanya kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi bahan
acu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Adapun
Fatwa DSN MUI yang mengatur ketentuan akad murabahah yang tercantum
pada fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,

yang berisi ketentuan umum murabahah, jaminan dalam murabahah, utang
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dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, bangkrut dalam
murabahah.

Bahwasannya sengketa atau perselisihan yang terjadi yaitu bangunan
rumah tinggal yang ditempati Dwi Purnomo telah dilelang tanpa
sepengetahuan debitur oleh Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan Dwi
Purnomo telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada
Bank Syariah Indonesia selaku kreditur. Bank Syariah Indonesia kemudian
melakukan eksekusi hak tanggungan rumah tinggal di kantor pelelangan. Pada
awalnya, Dwi Purnomo sebagai penggugat melakukan akad pembiayaan
murabahah kepada Bank Syariah Indonesia. Ini adalah jenis pembiayaan yang
saling menguntungkan karena melibatkan pembelian barang, penentuan
keuntungan, dan klausul sanksi dan pelanggaran yang terbuka dalam
kesepakatan bersama. Pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur.

Dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam
mempertimbangkan hukum anatara penggugat yaitu nasabah dari Bank
Syariah Indonesia melawan tergugat | Bank Syariah Indonesia selaku kreditur
pembiayaan murabahah. Yang kemudian telah memeriksa perkara perlawaan
lelang pada akad pembiayaan murabahah, Majelis hakim menyatakan bahwa
yang menjadi pokok Perlawanan Penggugat adalah bahwa Penggugat
mengajukan perlawanan terhadap Lelang yang dilakukan oleh Bank Syari’ah
Indonesia selaku Tergugat | yang telah mengingkari isi Pasal 18 Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB834/80001/V1/16, dimana dalam

proses penyelesaian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto,
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namun langsung dilakukan pelelangan ditempat Tergugat Il yaitu Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Sedangkan dalam Asas akad pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, akad yang dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji yang
dimana setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak dan pada saat yang sama
terhindar dari cidera-janji.”* Peneliti menilai adanya kesalahan kedua belah
pihak dalam mengeksekusi asas ini, karena pada kenyataannya kedua belah
pihak sama lalainya dalam menyelesaikan permasalahan akad tersebut. tertera
jelas pada asas bahwasannya para pihak wajib mengikuti kesepakatan yang
telah tertulis dalam akad, sebagaimana pada isi Pasal 18 akad murabahah
tersebut jika terjadi perselisihan harus dibawa keranah Pengadilan Agama
setempat, namun tergugat | lalai dalam memenuhi amanah tersebut dan
langsung melelang jaminan tersebut. Tak hanya tergugat | yang telah lalai
dalam akad tersebut, penggugat pun tidak memenuhi asas tersebut,
dikarenakan pihak penggugat telah lalai memenuhi prestasinya, yang dimana
hal tersebut memberikan kerugian materiil pada tergugat 1.

Pasal 36 KHES mengatur mengenai ingkar janji dan konsekuensi yang
timbul akibat ingkar janji, yaitu: a. tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan;
b. memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan; c. memenuhi

janji namun dengan keterlambatan; atau d. melakukan sesuatu yang dilarang

™ Anonym, KHES, him. 15
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menurut perjanjian.” Pihak penggugat memang telah melakukan ingkar janji,
menurut pasal tersebut dalam putusan tersebut. Kemudian dalam hal tersebut
pihak Bank tidak boleh mengambil Keputusan pihak diluar perjanjian tersebut
walaupun untuk memenuhi kewajiban yang masih dimiliki oleh pihak
penggugat atau Dwi Purnomo selaku pihak yang mengajukan pembiayaan.
Oleh sebab itu hal ini pihak Dwi Purnomo selaku penggugat tidak rela bahwa
jaminannya dilelang oleh Bank tanpa sepengatahuan Dwi Purnomo selaku
pihak yang mengajukan pembiayaan, dan menjadikan tanah tersebut menjadi
tanah sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan disebutkan jual beli murabahah merupakan jual beli
Amanah, karena pembeli memberikan Amanah kepada penjual untuk
memberitahukan harga pokok, persyaratan dan ketentuan.” Atau dengan kata
lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat sebagaimana menurut
firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah

dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Menurut ayat Al-Qur’an tersebut memang benar penggugat telah lalai dalam
memenuhi prestasinya. Namun tidak luput pula para Tergugat telah
melakukan pelelangan tanpa sepengetahuan Dwi Purnomo selaku pihak
penggugat. Kemudian tergugat telah mengkhianati pihak penggugat dengan
tidak mengikuti kontrak akad perjanjian yang telah disepakati, yang dimana

seharusnya ketika terjadi perselisihan atau kelalaian pihak yang mengajukan

2 anonim, KHES, him. 20.
" Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Figh Islam, Hukum Positif dan
Hukum Syariah”, Jurnal llmu Hukum, vol. 8 no.3, 2014, him. 522.
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pembiayaan akan dibawa ke Pengadilan Agama Purwokerto sebagaimana
yang tercantum dalam pasal 18 dari Akad Pembiayaan murabahah Nomor
068/MRB834/80001/V1/16, yang tidak diproses melalui Pengadilan Agama
Purwokerto, tetapi dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang sebagai Tergugat Il.

Dalam Hukum Islam Terhadap sengketa pembiayaan murabahah
tersebut. Islam memperbolehkan jual beli barang atau jasa dengan cara lelang
akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal, hal ini dalam figh
muamalah disebut juga dengan ba’i al muzayyadah. Ba’l al-muzayyadah
merupakan bentuk jual beli yang mana penjual menawarkan barangnya
ditengah-tengah keramaian dan nantinya pembeli saling tawar menawar
dengan harga tertinggi sampai dengan batas harga tertinggi salah satu
pembeli.”* Dalam penerapannya lelang termasuk bentuk jual beli akan tetapi
terdapat perbedaan dengan jual beli pada umumnya. Jual beli pada umumnya
terdapat hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli, akan tetapi dalam lelang tidak
terdapat hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli. Hal ini bertujuan agar barang
yang dijual dengan sistem lelang dapat terjual sesuai dengan penawaran
pembeli.” Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya Islam sangat
menjujung tinggi nilai kejujuran dalam bentuk transaksi apapun tanpa adanya
kecurangan, penyimpangan syariat, pelanggaran hak, etika dan norma saat

menjalankan sistem lelang.

™ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta:
DarulHag, 2004), him. 110.

> Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Banda Aceh:
Kiswah 2004), him. 58.
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Dengan demikian seharusnya hakim mempertimbangkan Hukum Islam
sebagai bahan acu dalam memutus, mengadili dan menetapkan perkara
sengketa ekonomi syariah, supaya tidak lagi terjadinya perselisihan dalam

permasalahan perlawanan lelang pada sengketa ekonomi syariah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan lelang pada akad pembiayaan murabahah studi analisis
atas putusan Nomor 2118/Pdt.G/2022/Pa.Pwt. terjadi karena kemacetan
pembayaran dalam melakukan perjanjian akad murabahah. Kemudian
akibat dari kelalaian tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia langsung
melakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Kemudian Dwi Purnomo
selaku nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak terima, bahwa
bangunan tinggal yang selama ini di angsur selama kurang lebih 4 tahun
dilelang tanpa melalui Pengadilan Agama Purwokerto sebagaimana yang
tercantum dalam akad. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Purwokerto dalam menangani perkara antara Dwi Purnomo selaku yang
mengajukan pembiayaan dengan Bank Syariah Indonesia selaku pemberi
pembiayaan. Kemudian majelis hakim tidak menerima (Niet Ontvankelijke
verklaard) perlawanan yang telah di ajukan di Pengadilan Agama
Purwokerto dikarenakan, barang atau jaminan telah terlelang dan sudah
ada yang memenangkan lelang tersebut, karena jika sebuah akad sudah
ingkrah maka perlawanan tidak dapat diterima. Menurut PMK No. 27

tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak bertentangan baik

83
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dengan Pasal 26 UUHT maupun dengan UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diuraikan diatas. “Bahwa Pelelangan yang telah
dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.” Dan
penggugat adalah penggugat yang tidak benar karena tidak memahami
akad pembiayaan yang telah ditandatangani oleh dirinya sendiri.

2. Dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara perlawanan
lelang pada akad pembiayaan murabahah studi analisis atas putusan
Nomor 2118/Pdt.G/2022/Pa.Pwt. ditinjau dari Hukum Islam. Analisis
dasar pertimbangan hakim, dalam perkara tersebut majelis hakim tidak
mempertimbangkan menggunakan hukum Islam sebagaimana yang
tercantum dalam fatwa DSN-MUI dan KHES serta Al-Quran. Karena
dalam asas akad berdasarkan Pasal 21 poin b yang berbunyi: “akad yang
dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji yang dimana setiap
akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang
telah ditetapkan oleh para pihak dan pada saat yang sama terhindar dari
cidera-janji.” Dan kedua telah pihak telah lalai dalam asas ini. Dengan
demikian ada pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Purwokerto Nomor. 2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt. tidak berlandasan Hukum

Islam, dikarenakan perkara yang diajukan terdapat cacat formil.

B. Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan

maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut :
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1. Bagi pelaku ekonomi
Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah,
lembaga keuangan konvensional, dan pihak terkait lainnya, termasuk
pelanggan, perlu memperhatikan dengan seksama perjanjian awal yang
tercantum dalam akta perjanjian. Hal ini penting untuk menghindari
kesalahan dalam memahami perjanjian yang menyertakan jaminan.
2. Bagi masyarakat
Penelitian ini menyarankan kepada masyarakat awam, terutama
mereka yang memiliki hak tanggungan, untuk terlebih dahulu melakukan
musyawarah secara mufakat guna mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, apabila kasus sudah
memasuki tahap pelelangan, upaya hukum sebaiknya difokuskan pada
keberatan terhadap KPKNL, sebagai lembaga yang menyelenggarakan

lelang.
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PUTUSAN

Nomor 2118/PdL.GI2022/PA Pt
» a(ﬂ;':a -| »

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agamn Puswokerio yang memeriksa dan mengadiil perkara perdata
tenentu pada tngkal pertama telah menjatubkan putusan Sengketa Ekonomi Syan'ah
dalam perkara Perlawanan terhadap Lelang antara :

FULAN, tempat tangpal lahir & - 03 Jul 1987 (umur 35 whun), agama islam,
pendidikan SMK, pokerjaan karyawan swasta, tempat tnggal di
Propinsl Jawa Tengah, dalam hal inl dikuasakan kepada Djoko
Susanio, S H., Advokar dan Penasehat Hukum yang beralamat di
J, Sdanegara N, No.45 Purwokerto, berdasarkan Sural Kuasa
Khusus tanggal 08 September 2022, dan tefah disubstrusikan
kepada Gema Frika Mubammad, SH. dan S Handayani, SH.,
Advokat yang borkantor di Jalan Sidanegara Il No 45 Purwokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Subsstusi tanggal 26 Desember 2022,
sebagai Penggugat;

Melawan

1. PT Bank Syan‘ah Indonesia, yang berkedudukan di Propins
Jawm Tengah, sebagal Tergugat |,
2. Kanor Pelayansn Kekayaen Negara dan Lelang, yang
berkedudukan di Propins Jawa Tengah, sebagal Tergogat 11,
3. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) | BPN, yang
berkedudukan di Propins Jawa Tengah, sebagal Tergugat 111
4 FULAN, pekerjaan wirsswasta, sempat tinggal tidak diketahui
dengan felas o widayah hukum Republik Indonesia, sebagai
Tergugat IV,

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca sural-surat perkans;
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mendangar keterangan FPenggugat dan Para lergugat, baik secara tertufis
maupun secara ksan di muka persdangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penpguaal dengan sural gugatannya tenanggal 19 Sepembes 2022
tefah mengajukan gugatan Perlawanan Lelang dalam Akad Mwobahiah lerhadap Bank
Syart'ah Islam dan telah didattarkan di Kepanseraan Pengadilan Agama Purwokerto
dengan Register Nomar 21 1P3LG/2022/PA PWL tanggal 21 September 2022, dengan
mengajukan alasan-alasan sebagal berilost ©

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu nasabah / debitur & tempat Tergugat |
dengen Pemegang Rekening Pemteayaan No. 450126702,

2. Bahwa antwva Pengougal dan Tergugal | telah membual Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 068MRBS34/80001/VI'16 tanggal 22 Juni 2016;

3. Bahwa di dalam Pasal 3 Akad Pembayasn Murabahah  Nomor
OG/MRBE34/80001  VING, menyobutkan bahwa Tujuan  Pembiayaan i
Pembelian 1 {satu) unt tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 84
M2 dan luas bangunan 45 M2 berckasi di Proping Jawa Tengah dengan bakni
keparmdikan SHM Nomor 01308,

4. Bahwa d dalam Pasal 2 Akad Pembiayann Murabahah  Nomor
DBAMRBE34/B00D1 VIN1B, menyatakan Merga barang berupa 1 (satu) unil tanah
dan banguran rumah tinggal dengan luas tanah 84 M2 dan luas bangunan 45 M2
berokasi di Proping Jawa Tongah dengan buktl kepemilikan SHM Nomor 01308
yang dijual bank kepada nasabah sebagal pembeli disepakati dan diterima dengan
harga Rp. 204.930.000,- (dua ratus empat juta sembifan rams tga paluh riba
rupiah) dengan porincian sobagasl barikut

* Harga Perolehan : Rp. 185.000.000,-
* Uang Muka 40,54 % ‘Rp. 75,000,000,
* Pembiaynan Bank *Rp. 110.000.000,-
* Keuntungan Bark / Margin ‘Rp. 94.930.000 -

Putusan Exonoos Spartsh Normor 21IATI G072/ halaman 2

D weer

S e g Sy Pk S ted b s o e e e Mo e be by s
e

-~
DA AT T s SRR (B ST SR WS N e TN AL e Tt el e Ve at Ay g e
e - Tuw 21 L




Das wve
e L e T e s Mo e gy s
e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
* Harga Juad Bank 2 Rp. 204.930.000,-
Sehingga kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank
atdalsh Rp. 204 930.000;-,

5. Bawia di dalam Pasal 4 Akad Pembiaysan Murabahah Nomor 0GBMRBB34/
BOOOIVILG, menyatakan Jangka wokiu pembiayaan 120 (serals dua poluh)
butan, terhitung sejak anggal 22 Juni 2016 sampis dengan tangpal 21 Juni 2026
(kurang kebih 10 tahun);

6. Bahwa di dalom Pasal 7 Akod Pembaayson Murabahah  Nomor
OB8/MRBB34/80001/ VI/16, menyatakan adanya denda dan gatl rugl dmana atas
keterambatan dikenakan denda sebesar 24 % dan gantl rugl sebesar 100 %,

7. Bahwa Penggupat mengalami keterdfambatan pembayaran angswan sehingga
oleh Tergugat | t=lah dilakukan pelelangan pada tanggal 10 Desember 2021 di
tempast Terguoat I,

8. Batwa dan Hasil Pelelangan tersebut tefah dibuatkan Rsalah lelang tertanggal
10 Desember 2021 dengan pemenang kelang adalah Tergugat IV,

9. Bahwa darl hasil lelang tersebul berdasarkan Risalah lelang tersebut semitkal
tanah tersebut beralih merjadi nama Terguegat IV di kantor Tergugast 11,

10, Balwa Penyelesaan Sengketa Ekonomi Syarah merupakan sengketa o
bidang ekonomi syari'ah antara lembaga pembiayasan syari'ah dengan nasabahnya,
Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank Syan'ah  dengan  akoasd
Murabahah, Akhimya setelah melakukan penimbangan dan survey, Bank Syan‘ah
menyepsiatl untuk memyetujul permobonan  pemblayaan tersebut, Bank sysrah
dan nasabah barsepakat melakukan sebuah peranjian pembiayaan dengan akad
Murabahah, Namun suatu ketika, nasabah tedambal mambayar, kemudian Bank
Syari'ah mengirimkan surat peringatan |, || dan 11 kepada nasabah, etapi tidak ada
respon oleh nasabah. Kemudian, Bank Syarfah menyelesalkan sengketa Inl ke
lembaga Migasi, yaitu Pengadilan Agama Purwokerio;

11. Bahbwa hal ini sesual dengan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
OBE/MRBE34/80001VIV16, yang menyatakan apabila tidak dapat diskukan secara
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musyawarah dan mufakat maka para pthak sepakot untuk menyelesaikan melakn

Pengaddan Agama Purwokeno,

12, Babwa menurul fatva DSN No 4/DSN-MUIIV/2000 tentang Murabahah, pada
Fama kelima dielaskan bahwa “apablla nasabah dengan sengaja menunda
pembayaran alau tiak melaksanakan kewsgbannys, maka penyelesalan ddakukan
melalul Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak iercapal kesepakatan musyéwarah”
Jike sengketa tidak kunjung selessl kirena pikak Bank Syarfah tidak membawa
kasus ke Basyamas, sedangkan sengketa Bank Syari'ah baru bisa dibown ke
Basyamas kalau kedua belah pihak menyetujul. Maka plhak Bank Syari'ah memilih
untuk diselesakan melalul Peangadilan Agama, tanpa adanya persejuan oleh
pihak nasabah;

13. Bashwa Tergugat | telah mengngkar isi Pasal 18 Akad Pemblayaan Murabahah
Nomor  OB8/MRES3VE0001/VILE, dimana dalam proses penyelesaian tidak
dilakukan melalul Pengadilan Agama Purwokerto. namun langsung  dilakukon
pelelangan ditermpat Tergugat 11,

14, Batwa Torgupat | telah mengingkar Pasal 4 Akad Permbiayaan Murababah
Nomer  OGSMRBE3ABO00LVILE, menyatakan Jangka wakiu pembayasn 120
(seratus dua puluh) bulan, teritung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampal dengan
tanggasl 21 Junl 2026 (kurang lebity 10 ahun), dimana Teegugat | telah melelang
barang jaminan sebelum jangka woktu Aked Pembiayaan Murababoh Nomos
OB&/MIRES34/ BOOOLVIG, telah selesal atau melebih darl jangka wakiu yang
diperjanyikan dalam akad tersebut;

15, Babwin Penyelesainn Sengketa Ekonomi Syasiah merupakan kompetensi dan
kewenangan Pengaddan Agama yang didasarkan pada penjelasan poin (1} pasal
(1) 49 Undang-undeng Nomor 7 tahun 1989 1ontang Peradian Agama, serta
ditegasknn kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apablla terjadk sengketa ditxdang
Perbankan Syarah, maka penyelesaian sengketa dajukan ke Pengadilan Agama.
Dalam hal ni Pengadilan Agama mempunys hak dan wewenang untuk menerima,
mengadili, dan menyelesaikan;
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16. Bahwa memang sebelum lahimya UU No.3 @ahun 2006, penyelesaian sengketa

amara Bank dan nasabah deempuh dengan cara musyawarah dan jka tdak
lercapal pordamaian, maka dselkesaikan melalul Badan Arhivase Syarfah Nasional
(Basyarnas). Hal inl sesual dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7IAGIPRI2005, wngoal 14 Nopember 2005 dan Falws Dewan Symiah Nasional
Nomex - 1 TTDSN-MUNVI2000, tanggal 13 Apedl 2000, akan wapl seselah lahimya
UL ini, ki ada sengketa dalam ekonom| syatah, maka hans disclesaixan di
Pergadian Agama
17. Babwa Tergugar | telah melanggar UU No. 3 Tahun 2006, dmana dalam
penyelesaian sengkets syariah harus medaiol Pongadilan Agama sebagaimana juga
teflah  disepakot  dafam  Pasal 18 Akad Pembayaasn  Murabahah  Nomor
OB8/MRBB34/80001LVIV16, yang menyatakan apablla tidak dapat ddekukan secara
musyawarah dan mufakal maka para pihak sepakal untuk menyelesaiken mefaki
Pengaditan Agama Purwokerto;
Berdasarkan hal-hal yang kamd uakan diaias maka swdlah kiranya Ketua
Pengadilan Agama Puswokerto untuk memesksa, mengadii dan menjatuhkan pususan
yang amarnya sebagai berikut -

1. Menenma dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukumaya balwa Penggugat adalah pelawan yang baik menurut
hukum syariah;

3. Menyatakan hukumya Akad Pemblayaan Murabahah Nomor
OGS/MRBAE34B0001 W16, adalah sah  menwul hukum sehinggs mengikat Pihak
Penggugat dan Tergugat |;

4. Menyatakan hukumnya Tergugat | telah mengingkarn isi dan Akad Pemblayaan
Murabashah Notnor 06BMRBE34/80001NV V16

5, Menyatskan hukumnya batwa isang yang dlakukan Tergugat | melalu Tergugat 1
padda tanggal 10 Desember 2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat karena melanggar hukum syariah yang berlaku,

6. Menyatakan hukumnya bahwa Senlfikal Hak Milk 01308 yang telah beralh
kopada Tergugat IV adalah tickak mempurtyai kelaatan huko,
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7.Menghukum kepada Penggupat untuk menyelesaikan pembayaraan  sisa
Mmsangnya sampal dengan batas wakiu tanggal 21 Juni 2026 kepixdta Tergugat |;
8, Monghukum kepada Penggugat, Para Tergugat hamnes tunduk dan taat kepada
putusan hakim;
9. Blaya perkara menurut bukum,

Alay apablla Ketwa Pengadilan Agama Purwokero berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnys.

Batwwn, pada hari persidangan yong telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasanya dan para Tergugat diwakll Kuasa Hukumnya tefah daang menghadap di
porsdangan;

Bahwa setelah majglis hakim memerniksa identtas Penggugat dan para Tergugat,
lalu Majells Halom berupaya mendamalkan kedua phak agar dalam perkara mengenal
sengketn perlgsanan Lelang o dapal diselesakan secara damal, skan 1etapi tdak
berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damas tersebut para phak terlebih dahul
wigh menempuh upaya damal melald mediasi sebagalmana ketentuan PERMA No.1
Tahun 2016 Tentang Prosedue Mediast di Pengadian, dan bordasarkan laporsn dan
Mediator Sumhman Suryatmaja. SE, SH, MH. tertanggal 15 Novernber 2022 babwa
tedah dilaksanakan mediast erhadap kedua phak, namun tidak berhasé mendamalkan
para pihak untuk menyelesaikan perkaranys dengan secara damai,

Bahwi  selanjutnya majelis  hakim  memeriksa  pokok  perkara  dengan
membacakan sur@t gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2022, yang isinya
letap dipestahankan oleh Kuasa Penggugal dan menyatakan etap meneruskan pada
gugatan tersebut;

Bahwa ierhadap thii-dall gugatan Penggugal, para Tergugal mengagikan
|awaban secara tertulis, yatu lergugat | menyampaikan jawaban secara temulis
tenanggel 13 Desember 2022, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagalmana
yang tolah tercantum dalarm Berita Acara Sidang,

Bahwa selain Tergugat |1, Tergugat Il juga menyampatkan jawnban secara tertulis
tenanpge 13 Desember 2022, yang pada pokonya sebagaimana tedah tenmuat dalam
Berita Acara Sidanyg,
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Bahwa terhadap jawaban para lergugat secarn tertulis tersebut, Penggugat
melakyl Kuasa Subsmusnya menyampakan replik secara tenuls benanggal 19
Desember 2022, yang pada pokoknya sebagemana tefah toruang dalam Baorita Acasa
Sidang;

Aahwa terhadap replik Tergugat secara temulls tersebut, Tergugal |1 tedah
menyampalkan duplikiwa secara tenulls sentanggal 26 Desember 2022, yang pada
pokoknya tetap peda jawaban semeda,

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan efah
dicatst dalam Berlia Acara Sidang, maka untuk menyingkat ralan putusan inl cukup
kiranya Hakin menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagien yang tak
terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, balwa maksud dan tjean gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut i ntas;

Menimbang, bahwa perkara inl adaiah perkara ekonomi syanah, oleh karena i
sesual dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tebwn 1989 tentang Peradidan
Agama, yang tolah diubah dengan Unpdang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inl
menjadi kewewenangan absolut bag Paradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Akad Pemblayaan Murabahah Nomor
DBAMRBA3AB000INVIIG, yang menyalakan apabila tidak dapat dilakukan secara
musyawarah dan mulakat, maka para phak sepakat untuk menyelesakan perkaranya
melalul Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu perkara il menjadi wewenang
relatif bagi Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, batwa berdesarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Parma Nomor 01 sahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalun perkaea perdata harus
dilakukan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Sdr. Surahman Suryatmala, S.E.,
SH., MH, tenanggal 15 November 2022 bahwea telah dilaksanakan mediasi terhadap
kedua pitak, namun tidak borhasil mendamakan para pibak untuk menyelesaiian
perkamnya dengan secara damai, sefain #tu  Majelis Hakim juga dakam setiap
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rsdangan tetap melakukan upaya pasdamaian dengan memberikan nasehat kepada
Penggugat dan para Tergugar agar perkaranya dapal diselesaikan dengan jafan damal,
namun upaya tersebul jugs Sdak borhast;

Menimbang, bahwe yang menjadi pokok gugatan Pengpugst adalah balwa
Penggugat mengajukan perdawoanan terhadap Lelang yoang didakukan oloh Bank
Syartah Indonesia selaku Tergugat | yang telah mengingkan = Pasal 18 Akad
Pembiayaan Muwabahah Nomor O68/MRBEIAB0001/VILS, dimana dalam [roses
penyclessan tidak dilokukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto, namun langsung
dilakukan petelangan deempat Tergugat |f, dan Tergugat | juga telah mengingkart Pasal
4 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor D6EMRBBEIAB0001/VWI6, yang menyatakan
Jangkn waktu pembsayaan selama 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak
tanggal 22 Junl 2016 sampal dengan tanggal 21 Juni 2026 (kurang lebih 10 tahun),
yaity Tergugal |otelah meledang barang faminan  sebehsm  jangka wakiu  Akad
Pemblayaan Murabahah Nomor OB8MRBBINE000UVILE, selesal atau melabih dan
jangka wakiu yang diperjangkan dakam akad tersebao,

Menimbang, bahwa atas dalil gugsan Penggugat tessebat, Tergugst | dan
fergugat Il keduanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Penggugat telah
menenma pemblayaan darl Tergugat melalul agad Murabahah, dan Penggugat telah
menyerahkan @menan alau agunan berupa Serifikat hak milik No 01308 1L egug yang
telah dilkat secara sempurma dengan Alkta Pemberian Hak Tanggungan No.21963/2016
tanggal 15 Agustus 2016 dan tefah didaliarkan di Kantor Pertanahan setempat dengan
Serfikar hak Tanggungan No. 058072016, dan proses lelang telah  selesai
dilaksanakan sesual prosedur sera keteniuan pecaturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa darl dali-dald gugatan Penggugat dan jawaban paa
Tergugat tessebut, Majelis Hakien menemukan Lkt batwa proses lelang tedah selesal
pada tanggal 10 Desember 2021 di tempat Tergugat 1F dengan hasil Pelelengan telah
dibuntkan Risalah lelang tertanggal 10 Desember 2021 dengan permenang lelangnya
adalah Tergugat IV,

Menimbang, balwa oleh karena proses lefang elah sedesai pada tanggal 10
Desombor 2021, maka Penggugal dinyatakan sebagal polawan yang tidak bonar,
sebab dengan selesainya proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat | di tempat
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11 (KPKNL), berarti proses lelang yang digugat untuk dilakukan perlawanan
oleh Penggugat sudah tidak ada alau sudah selesal, dan oleh karenanya Majeks Haken
menyalakan gugatan perlevanan Penggugal terhadap lelang yang dilakukan oloh Bank
Syarrah Indonesia melals Kantor Pelayanan Kekayaan Negama dan Lelang (KPKNL)
tufak dapat ditesimas (Nies Ontvankelige verklaard),

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugar tidak dapat dienima. maka
pikak Penggupst dianggep sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 181 HIR,
pihak Penggugat dibukum untuk membayar biaya yang smbul dalam perkara i,

Memperhaiikan segala ketentuan perundang-undangan yang berfaku dan Dabi
Syaw¥ yany berkaitan dengan porkars ini;

MENGADILI

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dterima;
2. Menghukum kepada Penggugsl untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumiah Rpl.960,000,00 (satu juta sembian ralus enam puluh ribu rupiah);

Demilcan Putusan Inl dyatuhkan dalam Rapal Penmusyawaratan Majells Hakim
Pengadilan agama Purwokero pada harl Senin, anggal 26 Desember 2022 Masely,
bertepats dengan tanggal 02 Jumadil Akhe 1444 Hiriyah, Oleh kami Drs. H, SUTEJO,
SH., MH, sebagal Ketua Majelss, dan ys. H RISNO serta Drs. H. JUHRI, MH.,
masing-masing sebagai Makim Anggols, pulusan fersebut ducapkan dalam sidang
torbuka untuk urmum oleh Ketua Majelis torsebut dengan didampingi oloh Hakim-hakim
Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S H. sebagai Panilorn Penggans serta dibiadi
oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Kuasa para Tergugat,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S H., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota, Hakim Angpota,
Drs. H. RISNO Dvs. H. JUHRI, MH,
Panitera Penggant|,
SUSANTO, SH.
Perincian Blaya
1. Biaya Pendafaran Rp 30.000,00
7. Biaya Proses T Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan © Rp 1.775.00000
4, Bisya PNBP . Rp 60.000,00
5. Biayn Redoks . Rp 10.000,00
6. Biaya Materal :Rp 10.000,00

Jumish © Rp 1.960,000.00
(satu juta sembilan ratus enam pulub ribu rupiah).
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A. ldentitas Diri

Nama Lengkap
NIM

Tempat Tanggal Lahir

Alamat

Nama Ayah

Nama lbu

B. Riwayat Pendidikan
1.

C. Pengalaman Organisasi
1.

2
3.
4

Pendidikan Formal
a.
. SMP/MTS

b
C.
d. S1

SD/MI

SMA/MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Syachwal Al Ayubi

: 2017301048

: Jakarta, 6 Januari 2002

- JI. Pancawarga 111 Rt 004/05 Kel. Cipinang Besar

Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta.

: Sakti Yuniarto

: Juju Zamaroh

: SDN 05 Gununputri (Lulus 2014)

: SMPS Shafa Marwah Islamic School (Lulus 2017)
: SMA Bina Bangsa Mandiri (Lulus 2020)

: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

(Lulus 2024)

Pengurus HMJ HES 2022

Pengurus DEMA FASYA 2023
Pengurus IM-Jabodetabek 2022-2023
Pengurus PMII Rayon Syariah 2023

Purwokerto, 25>'_S_§:ptember 2024

Svachwal Al Ayubi
NIM. 2017301048




